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ABSTRAK

Nama . Pandu Nugroho (0606008393)
Program Studi  :  Magister Kenotariatan
Judul : Analisis Yuridis Penandatanganan Akta Notaris Yang Tidak

Dilekukan Bersama Oleh Para Pihak Dihadapan Notaris.

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atan dihadapan Notaris menurut
bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (ULIIN). Pasal 44 UUIN mengatur bahwa Notaris,
penghadap dan minimal 2 (dua) orang saksi barus menandatangani akta segera
setelah akta dibacakan. Namun bagaimana status kesbsahan alkta Notaris serta
perianggungiawaban  Notaris  terhadap akis yang penendetanganannya tidak
dilakukan bersama oleh para pihak dihadapan Notaris. Dengan menggunakan metode
penelittan  kepustakaan  denpan pendekatan  yuridig-normatif, penelitian ini
mengamati dan menganalisa dengan seksama bahan hukum primer dan sekunder
guna memperoleh kesimpulan terhadap pokok permasalaban yang diangkat Hasil
penelitian menghasilkan kesimpulan babhwa UUJN dan peraturan lain (KUHPerdata,
KUHPidana) telah mengatur batk secara tersirat maupun tersurat fentang
penandatanganan akta yang hams dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian
pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan hilangnya otentisitas akta
Notaris dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagat akta di bawah tangan dan
bagi pihak yang menderita kerugian dimungkinkan untuk menuntu¢ ganti rugi kepada
Notaris yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUIN, Notaris juga
bisa dijatuhi sanki administratif dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seria
dapat dituntut gecara pidana berkenaan dengan keterangan palsu dalam akta tentang
proses penandatanganan akia. Kemudian untuk meningkatkan kinerja Notaris dalam
melaksanakan jabatannya agar seialan dengan peraturan perundang-undangan, sudah
sepatutnys Notaris secara personal dapat menjaga integritasnya dalam menjalankan
fungsi dan tugasnya scbagai Pejabat Publik serta untuk menjamin agar Notaris dalam
. melaksanakan tugas dan fungsinya sejalan dengan peraturan yang berlaky,
seharasnya Notariz gktif memberikan penyuluban kepada semus kilen fanpa
terkecuali tentang aturan standar mengenai pembuatan akia agar skia yang dibuat
terjamin otentisitasnys, terskhir, Notans juga sepatuinya memperhatiken dan
mengamalkan Asas-asas Umuom Pemerintaban yvang baik.

Kata kunei : Akta otentik, penandatangan bersama, otentisitas akta Notaris.
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ABSTRACT

Name :  Pandu Nugrohe {0606008393)
Study Program - Magister of Notary
Tittle : Juridicial Analisys on the Execution of a Notary Deed which is

not being Conducted Before a Notary by the Parties.

Notary deed is an authentic deed, which is made by or passed before a Notary based
on the format and procedures stipulated under Law No. 30 of 2004 regarding Notary
{(Notary Law). Article 44 of the Notary Law regulates that Notary, appearer and
minimn 2 dwo) withesses must execute the deed after such deed has been read fo
the parties. What about the authentically of the Notary deed as well a5 the
responsibility of the Notary towards a deed which execution is not being conducted
by the parties before a Notary. By using the literature research method with juridical-
normative approach, this research observing and thoroughly analyzing the primery
and secondary legal materials in order to obtain a conclusion towards the main issue
which is being raised. The result of the research concluded that the Notary Law and
other regulations (Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Code) have regulated,
whether expressly or un-expressly, that the parties must jointly sign the deed
Therefore, as regulated under Article 84 of the Notary Law, a violation towards such
provision has causing the lost to the authentically of the Notary deed and such deed
only has the agthentication power as a private deed, and for the party who suffers
loss may demand for a compensation fo the said Notary. The Notary can also be
imposed with an administrative sanction by the Minister of Law and Human Rights
and the said Notary can also be charged under criniinal law in relation to the forged
information regarding the exccution process of the deed. In order 1o enhance the
work performance of the Notary to be in line with the laws and regulations, the
Notary then personally must maintain its inteprity in conducting its function and duty
as a Public Officer; and to guarantee that the Notary must, in conducting its function
and duties in accordance with the prevailing laws and regulations, actively provide
information to all of its client regarding the standard rules on the incorporation of the
deed so the authentically of such deed is guaranteed. Finally, the Notary must also
observing and conducting the General Good Corporate Governance.

Key Wards: Authentic Deed, jointly execnted, anthentically of ?’iotéry deed.
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BAB1
PENDAHULUAN

A, Latar Belukany
Akta Motaris, sebagat akta otentik yang dibuat oleh atav dihadapan Notaris'

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang,® merupakan
salah satu alat bukd tulisan yang diakui, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata’ {selanjutnya disebut KUH Perdata) maupun dalam Herzein Dnfandsch
Reglement’ (selanjutnya disebut HIR) dan sebagai akta ofentik, akta Notaris wajib

memenuhi persvaratan formal, yaitu .
1. dibuat oleh atau dihadapan Notaris;
2. dibuat di tempat yang termasuk dalam wilayah jabatan Notaris;
3. menggunakan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pemenuhan persyaratan formal akta Notaris, menjadi indikator apakah suatn akta
Notaris mempunyai kekuatan pembuoktian sebagai akia otentik ataukah mempunyai
kekuvatan pembukiian sebagai akfa di bawah tangan atau bahkan akta tersebut
menjadi batal demi hukom, ;

Suatu akta adalah suatu fulisan yang ditandatangani, dimana memang dengan

sengaja dibuat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukii atas suaty peristiwa hukuen.?

i bdonesis, Undang-Undang Tentonyg Jabatan Noteris, U No. 30 Tahun 2004, LN R, 117
Tehun 2004, TLN Ho. 4432, Penjelasan Unnume Notans merupakan peiabal gmum vang berwenang
umink membust zkta olentik sejaub pambuatan alde otentik terenin Hidak dikhususkan bagh pejsbat
umum lainnya, !

2 B, Pasal | anglkn 7.

3 Kitab Undaog-Undang Hukum Perdata menyataken bahws ada 5 {ima) jenis alat bukti,
yaitu: 1. buktd folisan, 2. bukt dengan saksi-saksi, 3. persangkaan-persanpkasn, 4. pengakuan dan 5.
sumpah. Lihat Kiteb Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerliik Wetboek}, diterjemahkan olek R
Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet, 37, (Jakaria: PT. Pradnya Peramits, 2006), Pasal 1865,

. 4 Herzein Inlandsch Reglement (HIR) atav dikenal dengan sebutan Reglemen Indonesia yang
diperbsharvi, juga menyebulkan bahwa terdapat 5 (lima) jenis alat bukti yang pads intinys sama
dengan pengaturan dalam Kitah Undang-Undang Hukum Perdata, namun untuk bukti tulisan, HIR
menggunakan istilah bukti dengan sural, Lihat RIB/HIR dengan Penjelasan, diterjemahkan oleh R.
Soesilo, (Bogor: Politeia, 19953), Pasal 164,

5 R. Subekti, Mukum Pembuktion, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal, 48,
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Salah satu akta yang mempunyai kekuatan pembukiian istimewa adalah akta otentik.
Menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata pengertian akta otentik, yaito :
Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh

undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu i tempat dimana akta dibuatnya.

Oleh karena ita, apabila-suatu akta hendak memperoleh kekuatan pembuoktian
sebagai akta otentik seperti terdapat pada akta Notaris, maka akta yang bersangkutan

harus memenuhl persyaratar:

a. Akta ttu harus dibuat “oleh” fdoor) atau “dihadapan™ ften overstaan}
soorang peja&at UTHIT,

b, Akta itz harus dalam bentuk vang telah ditentukan oleh Undang-undang,

¢. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus

mempunyal wewenang uatuk membuat akta tersebut.’

Pegawai atan pejabat wmum yang dimaksud pada ketentuen terscebut salah
satunya adalah Notaris.® Dengan demikian, untuk membuat akta otentik seseorang

harus mempnumyai kedudukan sebagat “pejabat urmum”.”

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figure) yang keterangan-
keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, vang tandatanganmya serta
segelnya {capnya) memberi jaminan dan bukii yang kuat, seorung ahli vang tidsk
memihak dan penasihat yang tidak ada cacamya {onkrewtbonr atan unimpeachable),
yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di bari-

6 Kitab Undang-Undang Hulwm Perdata, Op Cit, Pazal, 1868.
7 (1.H.8, Lamban Tobing, Peraturen Jabatan Notaris. (Takarta: Brlangga, 1999}, hal 48,

& indonesia, Undang-Undang Tenlong Isbatan Notaris, UL Ma. 38 Tahun 2004, LN Mol 17
Tahun 2004, TLN, No. 4432, Passl 1 ongka | veng bechanyi: Notaris sdslah peisbat umum yang
berwenang unfok membaal akia oteatik dan kewsnangsn lalnnys schagaimona dimsksud dalam
wndang-undang ini.

9 R, Soegonda Notodisoerjo, Hukum Noteriat Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafinde Persads,
1993, hal. 42. Notaris adalah pejabat wmom (openbaar ambienaar) dan  kewenanganmya atau
kewajibannys yang utama adalah membuat akiz-akta olentik, sebagaimana vang dimaksnd pada Pasal
1868 Kilab Undanp-Undang Hukura Perdata.
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hati yang akan datang.'® Pekerjaan seorang Notarig adalah untuk mencegah
teriadinya suate persoalan antara para pihak. Seorang Notaris berusaha

menyelesaikan suatu persoalan, sehingga semua pihak merasa puas.'!

Akta otentik mempunyai kekualan pembukfian yang mutlak, apalagi skta
tersebut memuat peganjian yang mengikat kedva belsh pihak vang membuat
perjanjian its. Jadi apabila terjadi sengketa antara pihak yang membuat perjanjian,
maka vaog tersebut dalam akta itu merupakan bukti vang sempuma dan tidak perle
dibukfikan dengan alat buki lain, sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan
sebaliknya. Akie sebagat alat bukii terfulis merupakan buokii yang kuat (lengkap) bagt
para pihak vang membuatoya dan mereka berlanggung jawab serta tenkat akan isi

akia tersebut,'?

Menurut R. Subekti, pada suatu akta ofenlik terdapat 3 (tiga) macam
kelnatan, yaian

t.  Membuktikan aniars para pihak, bahwa mereka sudah mencrangkan aps yang
ditulis dalam akta {formil),

2.  Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh
peristiwa vang disebutkan dalam  akta  adalah  benar  telah  terjadi
{material/mengikat},

"3,  Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juge
kepada pibak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta, kedua belah
pthak sudah menghadap di muka I;ejabat umurn {Notaris) dan menerangkan apa
yang ditulis dalam akfa tersebut (pembuktian keluar, artinya ialah terhadap
pihak ketiga atau dunia luar}.”?

10 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-serbi Prokiek Notaris, Cet. 2, (Jakarta: Tohiiar
Bar Van Hoove, 2000), bal. 162.

11 fhid.
12 Kohar Andasamita, NotarisZ, (Bandung: Sumur, 1984}, hal. 47.

13 R Subekii, Op o&, hal 30,
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Berkaitan dengan kewepangan unifuk membuat akta ofentik mengenai
perbustan, perjanjian dan penctapan vang dibaruskan oleh peraturan perundang-
undangan danfatau dikkehendaki oleh vang berkepentingan untuk dinyatakan dalam
akta, dikenal ada 2 (dus) macam 2kis Notads, yaitu @ Akta Partij (Partiy Acle) atau
akta pihak dan yang keduva, Akta Relaas (Ambielifke Acte) atau akta pejabat. Akta
Partij (Partij Acte) vaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan keterangan
atau cerita dari pihak vang menghadap Notaris dan kelerangan atan perbuatan itu
dikonstantir oleh Nofaris untuk dibuatkan akta, misalnyas skia sewa-menyews. Akia
Relaas {Ambielijke Acte} atau akia pejabaf, yaitu akita yang dibuat oleh Nolaris
sebagal pejabat omum yang memuat vraian secara ofentik teplang semua peristiwa
atau kejadian yang dilibat, dialami dan disaksikan oleh Notaris itu sendiri atas
permintaan yang berkepentingan, misalnya berita acara Rapat Umum Pemegang

Sgharm (RUPS) dalam perseroar.

Notaris dalam menjalankan jghatannya sebagal pejabat umum, tunduk pada
peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nemor
30 Tahum 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjuinya disebut ’{J_UJ?\I) serta undang-
undang lain yang terkait, Selain UUIN, Notaris juga tunduk pada ketenivan-
ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Notaris yang dikeluarkan oleh
orgarisase Notaris yastu Hkatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI}.

Dalar UUJN divraikan tentang formalitas-formalitas suatu akta Notads serta
kewajiban-kewajiban dan larangan-larapgan bagi Notaris dalam  menjalankan
profesinya yang terscbar dalam berbagal pasal. Begitu pun tentang efika yang harus
dijunjung tinggl oleh Notaris delam menjalankan profesinya dapat dilihat dalam
Kode Etik Notaris vang disepﬁkati dalam Kougres Luar Biasa Tkatan Notaris
indonesia tanggal 27 Januvarl 2005,

Sebagaimana dischutkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata bahwa akta otentik
dibuat berdasarken bentuk yang telab ditentukan oleh undang-undang. Demikian
halnya dengan akta Motaris yang bentuknya telah ditentukan dalam Pasal 38 UUIN,

yang terdiri atas:
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1. Awal akis atau kepals akia, memust:
a. judul akta
Judul akta memipakan penamaan akia yang berfungsi untuk identifikasi
sekaligus penggambaran isi dari sebuah akta dan biasa ditulis (semua)
dalam huruf kapital,
b. nomor akta
Penomoran akta Notaris dibuat beruratan dan angka 1 (satu) dan
sefernsnya, namun kembali ke angka 1 (satu) lagi setiap awal bulan
berikutnyz;
¢ jam, har, tanggal, bulan dan tahun; dan
'd, nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
2. Badan akta, mermai:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekeriaan,
jabatan, keduduokan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang
yang mercka wakil;

b, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

¢, it gkla yvang merupakan kehendak dan keinginan dan pihak yang
berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan fenggal lahin, serta pekerjazn, jabatan,
kedudukan dan tempat tinggal dan tiap-tiap sakst pengenal.

3. Akhir atau penutup akta, memuat:

a. urasian {entang pembacaan akia; _

k. uraian tenteng penandatanganan dan tempat penandatangansn aisu
penerjemaban akts bila ada,

¢. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedodukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

d. wrajan tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan
akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa

penambahan, pencoretan ataw penggantian.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa akta Notaris merupakan akta
otentik jika dibuat berdasarkan formalitas-formalitas yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan, Fal inmi mengindikasikan bahwa tidak semua akta yang dibuat
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oleh Notaris akan serta merta menjadi akta otentik, Bagaimana jika terdapat satu atay
beberapa formalitas yang disyaratkan oleh undang-undang tidak terpenuhi dalam
pembuatan akfa oleh Notaris yang berimplikesi kepada ofentisitas akia tersebutl
Bagaimana pertanggungjawsban Notaris, jika ada pihak vang dirugikan secara
materil dan immaterial. Begitupun sebaliknys, bagaimana status keabsahan akta
tersebut sebagai akta otentik jika terdapat formalitas terientu yang tidak terpenuhi.

Salah satu formalitas dalam pembuatan akta oleh Notaris adalab
penandatanganan akta cleh penghadap, saksi dan Netarisff dan apa konsekuensinya
jika formalitas ini tidak dipenuhi atsu dipenuhi tetapi fidak berdasarkan kelentuan
yang berlaku. Hal ini akan menjadi fokus pembahasan dalam penulisan tesis ind,

Sebagai ilustrasi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses
pembuatan akta khususnya pada saat penandatanganan akta adalah: “terdapat dua
pikak vakni A (Penghadap A} dan B (Penghadap B} vang hendak membuat Akta Jual
Beh dihadapan Notaris X, selelah Penghadap A dan B menyampaikan dan
meonjelaskan keinginannys tersebut serfa memperlibatkan dokumen-dokumen yang
diporiukan, maka kemudian Noteris X menkonstantis dan menuangkannya ke dalam
akta, Namun sebelum zkia ditandatangani, Penghadap B meninggalkan kanfor
Notaris karena adanya suatu keperluan yang mendesak dan akan kembali lagi setelah
keperluannya dilaksanakan. Penghadap A tidak sabar untuk menunggu Penghadap B
sehingga disepakati hahwa penandatanganzn akta tidek dilakukan bersama oleh
Penghadap A den B”. Konsckuensi dard kejadian dalam {liustrasi tersebut akan

dibahas dalam tesis ini pada bagian selanjutnya,

B. Pokok-Pokok Permasalahan

Tesis hukum ini berjudul Amalisis Yuridis Pensndatanganan Akia
Neotaris Yang Tidak Dilakukan Bersama Oleh Para Pihak Dihadapan Notaris,
dimana berdasarkan vraian-uraian dalam latar belakang, meka teridentifikasi pokok-

pokok permasalahan yang dibatasi pada:

14 Indonesia, Op. Cit, Pasal 16 ayvat {1} bupuf L
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1. Bagaimana Status Keabsahan Akta Notaris Sebagai Akta Otentik yang
Penandatanganannya Tidak Dilakukan Bersama oleh Para Pihak Dthadapan

Notaris?

2. Bagaimana  Pertanggungjawsban  Notarls  Terhadap  Akia  vang
Penandatanganannya Tidak Dilakukan Bersama oleh Para Pihak Dihadapan
Notaris?

€. Metodologi Penelitian

Metodologi mempunyai peranan yang sangal penting dalam penelitian
dan pengembangan pengetahuan karéna mempunyal beberapa fimgsi, antara lain
adalah untek menambah kemampuan para ilmuwan uofuk melaksanakan penelitian
secara lehih batk atay lebih lengkap serta unfuk memberikan kemungkinan yang
1ebih besar untuk menelifi hal-hal yang belum diketahni. Oleh sebab itu, metodelogi
merupakan suaty unsur vang mutlak harus ada di dalam  penelitian demi

¥ Dalam melakukan penelitian ini, penulis

pengembangan ilmu  pengetahuan,
menggunakan metode penelitian kepustakaan (fibrary research) dengan pendekatan
yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, yaitu pendekatan yang
mengacu kepada peraturan-peraturan tertulis ataw hukum positif serta bahan-bahan
hukum lainnya, yang disajikan dengan menerangkan, memperkuat atan mengnji dan
bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan yang ada diantara berbagal variabel
yang diteliti atau menguji ada tidaknya hubungan tersebut. Data yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalvi hiteratur-fiteratur
kepustakaan, Sedangkan alat pengompulan data yang dipergunakan adalah studi
kepustakaan yang terdirl dari: Pertama, Bahan hukum pomer yaity antara lain Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Kitzb Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Eiik Notaris,
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumsh Tangga Ikatan Notferis Indonesia seria
peraturan lainnya yang terkait, yang bertujuan memperoleh ketentuan hukum tentang
muasalah yang akan dibahas, Kedug, Bahan hukum sekunder, antara lain boku-buku

15 Sceegono Soekante, Pengantar Penelitian Fhdum, Cet. 3, (Jakarta: Penedblt Unijversitas
Indonesin, 1986), hal. 7.
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tentang Jabatan Notaris, Etika Profesi, Hukum Pembuktian dan Perjaniian, serts
hasti-hasil penelitian terdahulu, Xeriga, Bahan hukum tersier, antara lain kamus
hukum sebagai penunjang untuk mendapatkan data mengenai masalah yang akan
dibahas. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adslah penelitian
kepustakaan dengan melakukan pengamatan yang mendalam, kemudian menganalisa
dan mengolah secara kualitatif bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier yang kemudian disajikan secara deknptif-cksplanators.

. Sistematika Pennilisan

Guna memudahkan penyusunan dan pemsehaman ierhadap tesis ini,
penulis menyajikan suatu sisternatika isi secara teratur vang terdiri dari beberapa bab
vang saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistematika penulisan yang

digunakan dalam penyusunan tesis ini terdin dari 3 {tiga) bab, vaita:

BAB1 : Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, pokok permasalaban,
metode penelitan, dan sistematika penulisan yang akan mengantar

pami‘iaca menuju pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB 2 : Bab ini menguraikan mengenai pembahasan secara teoritis dengan
mendeskripsikan  peraturan perundang-undangan yang berkenaan
dengan tanggung jawab dan kewajiban Notaris seriz ketentwan-
ketentusn mengenai akta otenik. Selenjutnya diadakan penganalisaan
berdasarkan tcori-teori dan keteéntuan-ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan gunz memeccahkan permasalahan yeng felah

dinmmuskan.

BARB 3 : Pada bab ini penulis akan menank suatu kesimpulan dan mencoba

mernberikan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.
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BAB2
ANALISA DAN PEMBAHASAN

2.1 Tinjauas Hukom Tentang Perjanjian
1. Hubungan Perianjian Dengan Perikatan

Sebagaimana welah diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) UUIN, bahwa Notaris
berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetepan
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh
vang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, maka wewenang
scorang Notanis adalah menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan
perbuatan, perianjian dan penctapan scbapaimana dimaksud dalam pasal tersebut.
Menurut Pasal 1233 KUH Perdata tiap-tiap perikatan dilahirkan dari:

t. Perianjian;

2, Undang-Undang.

Menurut R. Subekti, pengertian dari suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum
antara 2 (dua) orang atau 2 {(pihak) berdasarkan mana pihak yang satu berhak
menuotut sesuatu hak dari pihak yvang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban
untuk memenubi tuntutan it *® Perikatan sdalah swatu hubungan hukum vang terjadi,
baik karena perjanjizn maupun hukum,

Dinamakan perikatan, karena hubungan hukum tersebut mengikat kewajiban-
kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dan dapat dipaksakan
pemenvhannya oleh hukum. Jadi suatu perjanjian yang tidak mengikat atau fidak
dapat dipaksakan pernenuhannya oleh iz;zkum bukan suatu perikatan, Oleh karena ita,
perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara 2
{dua) pihak atau dapat dikatakan bahwa perjanjian menimbulkan svatu perikatan.’”

Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu
hak dan kewajiban. Hubuongan hukum yang berdasarkan suatu perjaniian adalah
hubungan hukum yang terjedi karena persctujuan atan kesepakatan para pihak,
sedangkan hubungan hukum karena hukum adalah hubungan hukum yang terjadi

16 R. Subekti, Hukum Perjanfian, {Jakarts: Interawasa, 2005}, hal, |,

17 J. Satria, Fhdum Perjonjion, {(Bandung: Citra Aditye Bakti, 1992}, hal. 3,
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karena undang-undang atau hukum menentukan demikian, tanpa perlu adanya

persetujuan atau kesepakatan terlebih dahula.

Perbedaan anfara perikatan yang timbul dari perjanjian dan perikatan yang
timbul berdasarkan undang-undang adalah: Perikatan yang berasal dari perjanjian
memeriukan kersepakatan agar perikatan itu sah, sedangkan perikatan yang timbul
berdasarkan undang-undang tidak memerlukan kesepakatan atau persetujuan terlebih
dahulu.

Perikatan yang ditimbulkan oleh undapg-undang merupakan akibat dari
perbuatan manusia yang diperbolebkan oleh hukum. Sebagai contoh adalah perikatan
yang diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata yang disebut dengan nama
Zaakwaarneming dan pernbayaran yang tidak terutang vang diatur dalam Pasal 1359
KUH Perdata.'®

Perikatan yang lahir dari undang-undang juga dapat timbul scbagai
konsekuens: dan perbuatan menusia vang berentapgan dengan hukum atau
Perbustan Melawan Hukum. Scbagat contoh adalah perikatan yang diatur dalam
Pasal 1365 KUH Perdata:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang katena salahnya menerbitkan kerugian iin,
menggantl kerugian tersebut.

Pengaturan tentang perjaniian terdapat di dalam Pasal 1313 KUH Perdala,
yang berbunyi: Suatu perjanfian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebik. fadi untuk adanya
suatu perjanjian paling sedikit harus ada 2 (dua) pihak yang berhadap-hadapan dan
saling memberikan pernyataan yang disepakati satu sama lain. Oleh karena itu, maka
dapat disimpulkan bahwa untuk sdanys peganjian perlu ada 2 (dua) pihak yang
saling berhadapan dan sama-sams melakukan tindakan hokum, tindakan hukum
tersebut tidak lain adalah merupakan pejanjian.'”

18 Gunawan Widiaja, Memahami Prinsip Keterbukoan Dalam Hukum Perdata, ed.1 (Jskarta:
Raja Grafinde Persada, 2006), hal, 331,

19 3. Satrio, OpCit, hal. 8.
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Suatu perjaniian vang dibuat secara sah adalah perjanjian vang mengikat.
Akibat hukum dari adanya perikatan adalah para pihak menjadi terikat pada 1si
;zerjanjié’zz'éan juga kepatutan, kebiagaan dan undang-undang. Hal ini diatur delam
Pasal 1338, Pasal 1339, jo Pasal 1340 KUH Perdata. Perjanjian harus dilaksanakan
dengan itikad baik {good faith), hal ini diatur dalam Pasal 1340 ayat {3) KUH
Perdata. ltikad baik sangat erat Kaitannya dengan kepatutan atau keadilan dan ukuran
itikad baik ini harus ada pada para pihak.

Dalam Ywrisprudensi (Arrest HR 9 Februar 1923) disebutkan bahwa:

Unsur-unsur itikad baik dan kepatutan itu ada bila tidak melakukan segala

sesuait yang tidak masuk akal, sedangkan pendapat para ahli lainnya yang
menganggap itikad baik dapat juga ditegemahkan atau diartikan sebagai

kejujuran, %

Pasal 1339 KUH Perdate menyatakan bahwar

Svatu perianiian tidak hanys mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan didalamnys, tetapi juga uniuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjaniian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atav undang-undang.

Atas dasar unsur-unsur pada Pasal 1339 KUH Perdata dapat diketahuod hal-hal
yang mengikat para pihak dalam perjanjian adalah:

1. Tsidani perjanjian it sendid,

2. Kapatutan,

3. Kebiasaan, atau

4, Undang-undang.

Z. Akibat Hukum Suatu Perjanjian

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagl
mereka yang membuatnys dan tidak dapat ditarik kemball tanpa perschujuan dari
kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang

20 Hardijan Rusli, Hukum Ferjanjion Indonesia dan Common Law, {Jakarts: Pustaka Sinar
Harapan, 1993}, hal, 119-120,
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dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal terscbut diatur dalam Pasal 1338
KUH Perdata.

Ada 3 (tipa) unsur akibat dari suatu perjanjian yang sah, yaitu:

I

Berlaku sebagai undang-undang (Pacta Sunt Servanda)

Artinya, perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memakea serta
memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-
pihak harus menaati peraturan itu sama dengan menaati undang-undang.
Jika ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap
melanggar undang»undang, sehingga dapat dikenai akibat hukum tertentu
yaitu sanksi hukum. Jadi siapa yang melanggar perjanjian, ia dapat
dituntut dan diberi hukuman seperti yang ditetapkan dalam undang-
undang (perjaniian).

Tidak dapat ditank kembal: secara sepitiak

Perjanjian it merupakan persetujuan kedua belah pihak. Qlch karena ita
jika akan ditarik kembali aiau dibatalkan harus disetujui kedua belah
pihak, tetapi apsbila ade alasan yang cukup menurut undang-undang
perjanjian dapat ditarik kemball atau dibatalkan secara sepihak.

. Pelaksanaan dengan itikad baik (good fuith)

Ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian adalah dengan
melihat apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-nonma
kepatutan dan kesusilzan. Normma kepatulan adalah  kepantasan,
kelayakan, kesesuaian dan kecocokan Sedangkan kesusilaan artinya
kesopanan dan keadaban. Dari arti kata-kata ini dapat digambarkan,
bahwa kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas,
layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab sebagaimana sama-sama

dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanii ™!

21 Abdal Kedir Muhammad, Hubum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bak, 20008},

hal. 235,
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3. Kebebasan Berkontrak dan Batas-Batasnya dalam Saatu Perjanjian

Dalam Hukuym Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak
f;iapat disimpuikaﬁ dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan
bahwa semua kontrak (perjanjian} yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatoya. Sumber darl kebebasan berkonirak adalah
kebebasan individy, schinggs yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan
individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individo

memberikan kepadanya kebebasan antuk berkonirak.

Asas konsensualitas rnenentukan bahwa suatu perjangian yang dibuat anfara
dua oraﬂg atau lebih telah mengikat, sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah
satu pihak, segera setelah para pihak mencapai kesepakatan ateu konsensus.”
Berlakunya asas konsensualitas mepurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan
adanya asas kebebasan berkontrak, Asas icenseﬁsugditas didasarkan pada ketentuan
angka 1 dan Pasal 1320 KUH Perdala, vaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan
dirinva, sedangkan asas kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 KUH
Perdata, vaitw sualu perjanjian berlake sebagai undang-undang bagi yamg

membuatnya,

Tanpa kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka
perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk
memberikan kata sepakatnya. Adanya paksaan berarti menunjukkan tidak adanya
kebebasan yang mungkin dilskukan oleh pithak lain dengan memberikan pilihan
kepadanya, vaity untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud atau
menolak mengikatkan diri pada pazga{'zjiazz dengan akibat prestasi yang dinginkan
tidak teriaksana.

Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk membuat dan
mengadakan perjanjian serta untuk menyusun dan membuat kesepakétan atau
perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi
tersebut bukan sesuatu yang t&rlarang‘za Pada dasamya semua perjanjian dapat dibuat

dan diselenggarakan oleh setiap orang. Menurut hukum perjdnjien 4t Indonesia,

22 Gunawan Widiajls, Up. (i, bl 263,

23 Bbid, hal 278
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seseorang bebas unfuk membuat perjanjian dengan pihak mana pun yang
dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak

cakap untuk membuat perjanjian, yaitu diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yakni:

a. Orang-orang yang belum dewasa; dan

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat
perjanjian, dengan syarat pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih
lanjut dalam Pasal 1331 KUH Perdata diatur bahwa jika seseorang membuat
perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH
Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya
oleh pihak yang tidak cakap. Sepanjang peraturan perundang-undangan tidak
menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para
pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendaki, yaitu apakah
perjanjian akan dibuat secara lisan atan tertulis atau perjanjian dibuat dengan akta di

bawah tangan atau akta otentik.

Di dalam KUH Perdata asas kebebasan berkontrak itu tidak bebas mutlak,
tetapi kebebasan yang dibatasi. Beberapa pembatasan diberikan oleh pasal-pasal
KUH Perdata terhadap asas ini. Salah satunya adalah seperti yang diatur dalam Pasal
1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat
yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa pefjanjian atau kontrak tidak
sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak
yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian, bahwa
kebebasan suatu pihak unfuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh
kesepakatan pihak lainnya. Dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak
dibatasi oleh kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian
pemnyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak Jainnya. Yang
sesuai itu adalah pemnyataan, karena kehendak itu tidak dapat dilihat oleh

orang lain.?*

24 Salim, Hukum Kontrak, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 33.
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7. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Dalam Pasal 1320 KUH Perdate ditegaskan bahwa kebebasan orang untuk
membuat perjaniian dibatasi oleh kecakapannya. Kecakapan bertindak adalah
kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan
hukum adalah perbuatan yang akan menimbutkan akibat hukum.
Seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk
membuat perjanjian sama sekall tidak mempunyai kebebasan untuk membuat
perjanjian, Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang belum dewasa dan
orang yang diletakkan dibawah pengampuan, tidak mempunyai kecakapan
untuk membuat perjanjian. Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata
menentukan, bahwa istri {wanita yang telah bersuami) tidak berwenang untuk
melakokan perbuatan hukum, fanpa bantuan atsu izin suaminya. Namun,
dalam perkembangannya st dapat melakukan perbuatan hukum,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963b tanggal 5 September
1963 yang menyatakan hahwa Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tersebut
pada saat ini Hdak berizku,

3. Suatu hal tertentu
Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa objek perjanjian haruslah dapat
difentukan. Suafu hal terfeniu merupakan pokok perjeniian dan merupakan
presiasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi adalah apa yang
menjadi kewajiben dobiflir dan 2pa yang menjadi bak kreditir2* Prestas] it
harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang
diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak
disebutkan agal dapat dihitung atau ditstapkan,
Syarat bahwa prestast harus terfentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah |
untuk menetapkan hak dan kewdjiban kedua belah pihak, jika timbul
perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi dirasakan kurang
jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka objek

25 fbid., hal. 34,
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perjanjian dianggap tidak ada dan akibat hukum perjanjian itu batal demi
hukum.
4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUH Perdata menentukan, bahwa para pihak tidak
bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh
undang-undang. Menurut undang-undang, causa atau sebab itu halal apabila
tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum dan kesusilaan. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak
halal ialah perjanjian itu batal demi hukum.

Keempat syarat ini merupakan syarat pokek bagi setiap perjanjian. Dari 4
{empat) syarat pokok itu dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Kelompok syarat subjektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan
dengan subjeknya, yang terdin dari:

a. Kesepakatan.

b. Kecakapan.

2. Kelompok syarat objektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan
dengan objeknya, yang terdiri dari:

a. Hal tertentu.

b. Sebab yang halal.

Syarat szhnya perjanjian ini dibagi dalam 2 (dua) kelompok, di mana terdapat
perbedaan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam hal syarat objektif
tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sedangkan dalam hal
syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu bukanlah batal demi hukum -
melainkan dapat dimintakan pembatalannya. Dengan kata lain, perjanjian ini sah atau

mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak

26
meminta pembatalan itu.

Alasan yang membedakan antara perjanjian yang dapat dimintakan
pembatalannya dan perjanjian yang batal demi hukum menurut R. Subekti ialah
bahwa suatu perjanjian yang tidak mengandung suatu hal tertentu dapat dikatakan

26 Hardijan Rusli, Op.Cit, hal. 45.

16 Universitas Indonesia

Analisis Yuridis..., Pandu Nugroho, FH Ul, 2009



bahwa perjanjian yang demikian ini tidak dapat dilaksanakan, karena tidak jelas apa

yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak. Keadaan tersebut dapat seketika

27
dilihat oleh hakim. Suatu perjanjian yang isinya tidak halal tidak boleh dilakukan,

karena melanggar hukum kesusilaan. Hal ini juga dapat seketika diketahui oleh
hakim. Dari sudut Keamanan dan ketertiban dapat dilihat bahwa perjanjian-perjanjian

seperti itu harus dicegah.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif tetap mengikat atau sah,
sepanjang belum dinyatakan batal oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak
memenuhi syarat subjektif itu misalnya dalam suatu perjanjian terdapat pihak yang
merpakan anak belum dewasa (tidak cakap), maka pihak yang meminta pembatalan
perjanjian ifu adalah anak itu sendiri apabila si anak sudah dewasa atau orang tuanya
atau walinya. Dalam hal terdapat pihak yang ditaruh dibawah pengampuan, maka
pihak yang meminta pembatalan perjanjian tersebut adalah pengampunya.
Sedangkan dalam hal pihak yang memberikan kesepakatan atau persetujuan secara
tidak bebas, maka pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang memberikan
kesepakatan secara tidak bebas itu (kesepakatan semu), yaitu kesepakatgn yang

diberikan karena adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan.

Pembebasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga dapat disimpulkan
melalui Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa snatu perjanjian
hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, para pihak tidak dapat
menentukan sekehendak hatinya klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian,

tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Berlakunya asas itikad

28
baik bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu perjanjian itu dibuat. Perjanjian

yang didasarkan pada itikad buruk, misalnya penipuan, hal ini mempunyai akibat
hulum perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Sehubungan dengan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, Asikin
Kusuma Atmadja menyatakan bahwa hakim berwenang unfuk memasuki/meneliti 151
suatu kontrak, apabila diperlukan, jika isi dan pclaksanaan suatu kontrak

27 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit, hal. 22-23.

28 Hasanuddin Rahman, Contract Drafiing, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya 'Bakli. 2003), hal.
17.
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bertentangan dengan nilet-nilal dalam masyarakat” Dengan demikian asas
kehebasan berkontrak yang ferdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak lagi
bersifal absolut, vang berarfi dalam keééaéa tertenfu hakim berwenang untuk
meneliti dan mentlal serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suato
perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, schingga
salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendakays.

Lebih lanjut Astkin Kusums Atmaja mengatakan bahwa  kebebasan
berkontrak yang mumi/mutiek karena para pihak kedudukannya seimbang
sepenuhnya, praktis tidak ada. Selalu ada pthak yang lebih lemah dari pihak yang
lain. Beliau menpilustrasikan dengan suvatu cerita lama yang mengandung moral,
yang ada kaitannya dengan tatsiran perjanjian. Ada seorang padis yang orang tuanya
miskin dan mempunyai hutang vang besar, karena meminjam uang untuk
menyekolahkan ansk gadis tersebut, Kalau Imtangnya fidak segera dibayar, maka
satu-satunve barta berupa rumsh dan pekaraﬁgannya akan dilelang. Sang penolong
vang mem;ﬁmy&i kekuoasaan ekonomis datang dan mengadakan perjanjian dengan
orang fua gadis tersebut, bahwa hutang skan dilunasi asal gadis tersebut dikawinkan
dengan anak lelaki sang penclong, sedangkan anak gadis tersebut telah mempunyai
tunangan. Kemudisn tenadilah perjanjian antara sang penclong dengen orang fua

yang miskin tersebut. Pendidikan moral yang dapat difarik dani flustrasi ini janganleh
30
mencari kesempatan dalam kesempitan atau jangan menyalahgunakan kesempatan.

Iialam ilmu hokumn, hal tersebut di atas disebut misbruik van omstandigheden
{penyalabgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadazn). Penyalahgunaan
kesempatan dapat meﬁjadikan cacatnya seseorang dalam menentukan kehendaknya
untuk memberikan persetujean. Hal ini merupakan alasan untuk menyatekan batal
atau membatalkan suata perjanjian. Penyalahgunaan kesempatan/keadaan merupakan
fakcior yang membatasi adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan
antara kedua belah pihak, Salah sam keadasn yang dapat disalshgunakan jalab
adanya kekunasaan pada salab safu pihek, yang mengganggo keseimbangan anfara
kedua belah pihak, sehingga tidak adanya kehendak yang bebas untuk memberikan

3 R. 2, Asiin Kisuma Atmeja, Pembatasan Rentenir Sebagai Perwyjudan Pemerainan
Keadilan, (Varis Keadilan}, Vol. I, tahun 1987,

36 bid.
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persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan
(kehendak yang cacat). Menurut Asikin Kusuma Atmadja, yang penting ialah
menciptakan beberapa pertautan yang mempak'a'n_ dasar bagi hakim untuk menilai
secara adil apakah svatu keadaan dapat ditafsirkan sebagai kekuasaan yang
disalahgunakan, sehingga mengganggu keseimbangan antara para pihak dan
membatasi kebebasan kehendak pihak yang bersangkutan untuk memberikan

persetujuan.

Banyak faktor - yang dapat memberikan indikasi tentang adanya
penyalahguaan kekuasaan ekonomi untuk dipertimbangkan oleh hakim. Jika ternyata
ada syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang
tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan (on redelijke conrract.;'
voorwaarden atau unfair contracts terms), maka hakim wajib meneliti apakah terjadi
penyalahgunaan keadaan atau jika terdapat keadaan dimana nilai dan hasil perjanjian
tersebut sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan prestasi timbal balik dar
para pihak, maka dalam hal ini hakim wajib meneliti, apakah terjadi penyalahgunaan
keadaan.

Dengan demikian jelas bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai

arti yang tidak ter-batlas, karena dibatasi oleh tanggungjawab para pihak dan

kewenangan hakimlah untuk menilai isi dan setiap perjanjian.

2.2 Tinjauan Hukum Tentang Akta Otfentik
1. Pengertian Akia Otentik

KUH Perdata meﬁgatur tentan:g alat-alat bukti yang dapat dipergunakan
dalam suatu perkara adalah bukti tulisan, bukfi dengan saksi-saksi, persangkaén—
persangkaan, pengakuan dan sumpah. Walaupun masing-masing bentuk alat bukti
pada prinsipnya diperlakukan sama secara hukum tetapi alat bukti dengan tulisan
memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu,
pembuat undang-undang menempatkan bukti tulisan pada urutan pertama kemudian
diikuti oleh alat bukti lainnya yang dapat ditafsirkan secara umum sebagai urutan

kekuatan pembuktian dari jenis masing-masing alat bukti.

Keutamaan alat bukti tulisan akan meningkat kekuatan pembuktiannya

apabila terpenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu sebagai tulisan otentik. KUH
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Perdata membedakan antara “Perbuktian dengan tulisan yang dibuat secara otentik
maupun dengan tulisan-halisan di bawah tangan”. Tulisan-tulisan otentik dan tulisan-
tubisan di bawah tangan itu yang kemudian disebut sébagai akta otentik atau akta di

bawah tangan.

Pasal 1867 KUHPerdata menysbutkan bahwa pembukiian dengan tlisan
dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah
tangan. Bukti tulissn dalam perkars perdata adalah merupakan bukii yang utama,
karena dalam latu hntas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediskan
suatu bukti yang dapat dipakai kalav timbul suatu perselisiban dan bukti tadi
fazimnya atau biasanya berupa tulisan.’' Dad bukti berupa tulisan tersebut ada
‘bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yartu pembuktian téntang
akta. Suatu akta adalah suaty surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai

bulkti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. ™

Unsur penting untuk suatu akta ialah kesengaiaan untuk menciptakan suatu
bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.> Syarat penendatanganan akta
tersebut dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal | Ordonasi Nomor 29
Tabun 1867 yang memust ketentuan-ketentuan tentang pembukilan dad fulisan-
fulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang

dipersamakan dengan mereka,

Tulisan-tulisan dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu akfa dan tulisan-
tulisan lainnya. Hal yang dipentingkan dani suatu akta adalab penandatanganannya.
Dengan menandatangani suatu skia seseorang dianggap menanggnng terhadap
kebenaran apa-apa vang éi&ziié {iaéazz; akia it Diantars suratesurat sfau fulisan-
tulisan yang dinamakan akiz tadi, ada satu golongan lagl yang mempunyal suatu

keknatan: pembuldian vang istimewa yaitu akia otentik.

31 Darwan Prnst, Strategi Menyusan dan Menangani Gugatan Perdotz, (Bandurg: Citra
Aditya Bakti, 1998}, hal. 137,

32 A Pitlo, Pembudetiom dan Diadivarsa, alih bahase M. Isa Arief, (ot 2, {Jakarta: Intermasa,
1986}, hal. 52 e

33 R. Subekli, Hubm Pombuktian, Op.CH., kel 27,
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Pengertian dan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran
dalit atau dalil yang dikemukakan dalam suaiu persengketaan® Dari makna
membuktikan tersebut bersrti memberikan kepastian %cepaéla :haicim, tentang adanya
peristiwa-peristiwa  tertentu. Hakikainys, tugas pokok hakim adslah menerima,
memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sefiap perkara yang diajukan
kepadanya.”

Dzlam proses sengkefa perdata yang berlangsung di muka pengadilan,
masing-masing pihak memasukkan dalil-delil yang saling bertentangan Hakim
bertugas memeriksa dan menctapkan dalil-dalil manakah yang benar dard masing-
masing pihak yang bersengketa tersebut. Pembuktian tersebut sebehamya merupakan
suatu bagian dari hukum acara perdata, karena memberikan atuxan»ahgxﬁn tentang

bagaimana berlangsungnya suata perkara di muka pengadilan.

Pengertian dari akta otentik terdapat di dalam hukum pembuktian yang diatur
di dalam Boku 1V KUH Perdata, mengenal syaral-syaral agar suatu akea bedaka
sebagai akta otentile, yaifu diatur di dalam Pasal 1868 (akia ofentik adalah sustu akta
yang di dalam bentuknya, yang diteatvkan oleh undang-undang, dibuat oleh atau
dihadapan pefabat wmum yang berkuasa untuk itu, di termpat mana akta dibuatrya).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur untuk dikatakan
sebagai akta otentik !

FPertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurat hukam.

Kedua, bahwa akta ity dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Jadi untuk

(33

membuat akta otentik sescorang barus mempunyal kedudukan sebagal “pejabat

umom’.
Refiga, bahwa akia ifu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk
membuatnrya di tempat dimana akta itu dibuat. Jadi akta itu harus dibuat ditempat

yang menjadi kewenangan darl pejabat yang membuatoya,

34 B. Bubekti, Hukum doara Perdate, {Jakarta: Bina Cipta, 1957}, bal. 5.

33 Bambang Sutivese, Metode Penemuan Hubum, éci, 2, (Yogyskarta: Ull Press, 2007), hal,
15,
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Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan nilai
pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material. Dalam hal ini,

Habib Adjie menguraikannya sebagai berikut:*®
1) Kekuatan pembuktian lahiriah (Uitwendige Bewijskracht)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk
membukiikan keabsahannya sebagai akta otentik (acfa publica probant seseipsa).
Jika dilihat dari luar (fahiriahnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan
hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut
berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang
membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal
ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris.
Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tandatangan
dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan serta
adanya Awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta, maupun parameter

lain yang ditentukan dalam undang-undang.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah akta tersebut harus dilihat apa
adanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang
lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat
sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut
secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris bukan
sebagai akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada
syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus
dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat
membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta

otentik.

36 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik
(Bandung: Replika Aditama, 2009). hal.170.
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2) Kekuatan Pembuktian Formal (Formele Bewiiskrach?)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang
terdapat dalam akia betul-betul dilakukan oleh Notaris ateu diterangkan oleh
pihak-pihak yang menghadap pada saat akia dibuat sesuai dengan prosedur yang
sudah ditentukan oleh undang-undang. Secara formal untuk membuktikan
kebenaran dan kepastian tentang hari, fanggal, bulan, tahun, pukul (wakiv)
menghadap, para pihak yang menghadap, paraf dan tandatangan para
pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat,
disaksikan, didengar oleh Nolaris {pada akta pejabat/berita acara/relaas akia) dan
mencatatkan keterangan atan pernyataan para pihak/penghadap (pada akis pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka yang harus dibukiikan
adalah formalitas dari akta, yaitu Ketidakbenaran bari, tanggal, bulan, tahup dan
pukul (waktu) menghadap, ketidakbenaran mereka yang menghadap, serta
ketidakbenaran apa yang dilihat, digaksikan dan didengar oleh Motaris. Selain it
juga harus dapat membukiikan ketidakbenaran pemnyatasn atau keterangan para
pihak yang diberikan/disampatkan dihadapan Notaris dan  ketidakbenaran
tandatangan pars pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta
yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta
tersebut harus melakukan pembuktian terbalik natuk menyangkal aspek formal
dar akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka

akta tersebut harus diterima olzh siapapun.

Siapa pun boleh melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal
akta Notaris, jika yang bersangkutdn merasa dirugikan atas akta yang dibuat
dihadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau peoyangkalan tersebut harug
dilakukan dengan suatu gugatan ke Pengadilan dan penggugat harus dapat
membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam
akta yang bersangkutan ¥

37 Misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernazh merasa menghadap Notaris pada hari,
tangeal, bulen, tehun dan pulail yang tersebut pads awal akda zise merasa tanda tangan yang ada
daizm akta bukan tanda tangannya. Jika hal ini terjadi, yang bersangkutan bechak menggugat Notarly
<dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.
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.3) Materiil (Materiele Bewijskrachi)

Kepastian tentang materiil suatu akta sangat penting, bahwa apa vang terssbut
dalam akta merupakan pembuktizn yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat
akta astau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecusli ada

pembuktian sebaliknya {fegenbewifls).

Keterangan atau pernyaiaan yang ditvangkasp/dimuat dalam relaas akta atau
keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris dalam parti
akta oleh para pihak harus dinilai benar. Dengan demikian kebenaran isi akta
Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya (kecualt dapat dibuktikan
sebalilaiya) serta menjadi bukti yang sah bagi para pihak dan para abli waris serta

para penerima haknya,

Yika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus
dapat membuktikan balvwa Notaris tidak menyatakan vang sebenarnya dalam akia
atau para pihak tidak memberkan keterangan yang sebenamya dihadapan Notaris.

Eetiga aspck tersebut di atas membernikan kesompurnaan bagl akta Notaris
sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akfa tersebut. Kecoall jika dapat
dibuktikan dalam suatu persidangan, bahwa ada salsh satw aspek vang tidak benar,
maka akta tersebut didegradasikan kekvatan pembuktiannya sebagai akta di bawah
tangan.

Tentang keknatan pembuktian akie oteafik Rai Wijaya™ lebih jauh
menjelaskan bahwa keistimewaan suatu akia otentik merupskan suata bukti yang
sempurna {volfediy bewiis-full evident) tentang apa yang dimuat di dalamnya.
Artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada hakim scbagai bukt,
hakim harus menesrirna dan mengauggap apa yang tertulis di dalam akta, merupakan
peristiwa yang sungguli-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan
penambahan pembuktian. Segala sesuate yang diperjanjikan, dinyatakan di dalam
akta itu adalah benar seperti apa yang diperjanjikan dan dinyatakan oleh para pihak.

38 Rai Wijays, Merancang Suatu Kontrak, {Jakarta: Kanisivs, 2003), bal. 13,
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2. Jenis-Jenis Akta Notaris

Terdapat 2 (dua) macam jenis akta Notaris, yaitu:

1. Akta Partij atan Akta Pihak (Parfif Acte), yaitu akta yang dibuat dihadapan

Notaris, artinya, akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan para

pihak yang menghadap Notaris dan keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh

Notaris untuk dibuatkan aktanya. Contoh akta sewa-menyewa.

2. Akta Relaas atau Akta Pejabat (dmbelijke Acte), yaitu akta yang dibuat oleh

Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua

peristiwa atau kejadian yang dibuat, dialami dan disaksikan oleh Notaris sendir,

misalnya Berita Acara RUPS.”

Perbedaan antara Akta Partij atan Akta Pihak (Partij Acte) dengan Akta

Relaas atau Akta Pejabat (Relaas Acte) adalah:

a.

Alkta Partij atau Akta Pihak (Partij Acte)

Undang-Undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak,
dengan ancaman akan kehilangan otentisitasnya atau hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika penandatanganan
tidak dilakukan keenali atas alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang.
Jika pthak atau para pihak tidak menandatangani akia, maka Notaris akan
mencantumkan keterangan tentang alasan tidak ditandatanganinya akta oieh
pihak atau para pihak tersebul pada akhir akta (surrogar), misalnya salah satu
pihak tangan kanannya mengalami patah tulang akibat kecelakaan, sehingga
tidak dapat menandatangani akta tersebut, maka alasan tersebut harus
dicantumkan oleh Notaris pada akhir aktanya atau salah satu pihak tidak

dapat menulis maka sebagai ganti dari tandatangannya digunakan cap jempol.
Akta Relaas atau Akta Pejabat (Relaas Acte)

Undang-undang tidak mengharuskan para pihak untuk membubuhkan tanda

tangan pada Akta Relaas, namun Notaris harus menerangkan dalam akta

39 G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit, bal. 51,
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tentang hal tersebut (apa yang dilihat dan didengar), dengan demikian akta

tidak akan kehilangan otentisitasnya.

Perbedaan di ates sangat pesting dalam kaitannya dengan pembuktian
sebaliknys terhadap isi akta. Kebenaran isi akta pejabat atau akia relaas tidak dapat
digugat, namun dimungkinkan untuk mengpugal bahwa akia tersebut palsu.
Sedangkan pada akfa partij atau akta pihak, kebenaran isinya dapat digugat tanpa
menuduh kepalsuapnya dengan menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan

oleh para pihak tidak benar,

Notaris berwenang membuat alat bukdi tertulis yang mempunyai kekuatan
pembuktian. Para ahli hulcum berpendapat, bahwa akta Notaris dapat diterima dalam
pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinys, tetapi dapat diadakan
penyangkalan dengan membuktikan sebaliknya bahwa yang diterangkan oleh Notaris
dalam aktanya {Releas Acte) stan keterangan yang disampaikan oleh para pihak
(Partij Actel tidak benar. *

3. Kewenangan Notaris Membuat Akfa Otentik
Pasal 1 ayat (1} jo Passl 15 ayat (1) UUIN menyebutkan:

Notaris adalah pejabal umurm yang berwenang untuk membuat akta otentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh
snatu perafuran perundang-undangan dan/atan dikehendaki oleh yang
berkepentingan agar dinyatakan dalam suatn zkia otentik. Notaris menjamin
kebenaran tanggaluys, menyimpan mintanys dan membedkan grosse,
salinan dan kutipan skis, semuanya ity sepanjang pembuatan akta-akta itu
tidak juga ditugaskan atau dikevoalikan kepada peisbat lain atau orang lain
yang ditetapkan oleh undang-undang.

Disamping itu, Notaris juga diberi hak dan wewenang untuk mengesahkan
akta-akta yang dibuat di bawah tangan serta dapat pula memberikan nasehat atau
penyuiuban hulcom dan menjelaskao kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam
pembuatan akta vang dilakukan Motaris, setiap kafa vang dibuat dalam akta haros
terjamin otentisitasnya. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan dan pemenuhan

persyaratan pembuatan akfa dipeclukan tingkat kecermatan yang memadai. Jika

40 Tedjosaputro Liliana, Malprakiek Notaris Dalam Fulum Pidana, (Semarang: Agung,
1991}, hal. 4.

26 Universitas Indonesia

Analisis Yuridis..., Pandu Nugroho, FH Ul, 2009



kecermatan itu  digbaikan, maka kemungkinan adanya fakfor-faktor yang

menghilangkan otentisitas akfa tersebut semaldn tinggi.

a)

B

Notanis harus bertindak cermat dalam hal, anfara lain:

Cermat dalam mengenal para penghadap

Pusal 39 ayat {2) UUIN menegaskan bahwsa para pengahadap harus dikenal
oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanys oleh 2 {(dua} orang saksi yang
memenuhi syarat untok memberikan kesaksian di muka pengadilan.

Notaris dalam memperoleh keterangan tentang pengenalan ifu diharuskan
untuk dapat memperolehsrva dari orang-orang yang dikenalnya dan dapat
dipereayainya. Notaris dapat melihat identitas seperti Kartu Tanda Penduduk
{(KTPY, ?z;spmr dan surat-surat lain dari crang-orang yang bersangkutan atau
merminta informasi lainnya. Masih banyak cara lain bagi Notaris unfuk
meyakinkan dirinya bahwa orang yang datang menghadap kepadanva itu
benar-benar adalah sama dengan orang yang namanya tercantom dafam kartu
identitagnya maupun dalam akianyva sebagaimana orang itu jugs dikenal
dalam masyarakat,

Cermat dalapy menyerap maksud dan tujvan darl keterangan para pihak

Para penghadap harus menghadap secara bersama-sama unfuk mengutarakan
maksud dan twjuan para pihak, dengan tujuan untuk dibuatkan akta. Dalam
prakteknya, mungkin yvang memberikan keterangan kepada Notaris hanya
salah satu dari para penghadap, akan tetapi para penghadap dapat menyimak
secara  langsung dan  memiliki kesempatan dalam  meluruskan  atau
menyangkal terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang atau merugikan
dirinya dari kesepakatan semula atan menolak terhadap hal-hal vang tidak
disetijuinyva,

Jika diantara para pihak ada yang tidak hadir dan memberikan kuasa kepada
pihak yang hadir, maka sural knasa harus menunjukkan tentang hal-hal yang
digepakati untuk dibuatkan sktanya. Dengan demikian, Notarls dapat
mengambil sikap untuk tidak menerima keinginan, maksud dan tupan para
pibak vang hadir, jika menyimpang atau berlentangan dengan maksud dan
tujuan pemberi kuasa.
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d)

Notarls mempunyai hak dan kewajiban untuk mengingatkan atau menolak

dimasukkannya keingipan, maksud dan tujuan para penghadap, jika hal ifu

bertentangan dengan peraturan dan perundang-wndangen vang berleku.

Notaris juga dapat mcrﬁberikan saran-saran jika terjadi perbedasn pendapat di

antara para pihek dengan memberkan masukan kepada mereka tentang

bagaimana scharusnya permasalahn itu ditempatkan didasarkan kepada

;}wztﬁzan perundang-undangan.

Cermat dalam penulisan akia, _

Hal ini distur secara terperinci dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 49

dan Pasal 50 UUIN, dengan sanksi kehilangan olentisitas akts yang dibust

atau hukuman denda berupa penggantian biaya, ganti rugi serta bunga oleh

Notarig. Pasal-Pagal tersebut antara lain mengatur tentang:

1. Pengaturan pembuatan akia, kecermatan dan bahasa.

2. Keharusan untuk menjelaskan dalam akta jika salah satu dari pihak
penghadap tidak bersedia membubuhkan tandatangan pade akta.

3. Tata cara pembahan, tambahan dan pencoretan.

Cermat dalam pendataan, pengarsipan dan laporan.

Notaris harus cermat dalam penyimpanan, pengambilalihan minuta, daftar-

daftar dan refortorium dalam hal Notars meninggal dunia, pensivn, diangkat

sebagai Psinbat Negara dan/atau diberhenfikan dam pindah wilayah yang

diatur dalam Pasal 53 sampal dengan Pasal 66 UUIN,

Notarig diharoskan membuat daflar akta dibawah tangan vang disahian,

- daftar surat dibawah tangan vang dibukukan dan dafBlar surat lainnya, Selain

itu Notaris juga harus membuat daflar Mapper untuk akta dibawsh tangan,
dan dafler ak{a atau refortorium untuk disampaikan kepada Majelis Pengawas
Daerah, Penyarahan protokol Notads dilakukan dalam hal:

a. Meninggal dunia.

b. Telsh berakhir masa jabatannya.

Minta sendini atau atac permintaan sendin.

oS

Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan
tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menervs lebih dari 3 (tiga)

tahun.
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¢ Diangkat menjadi pejabat negara,

£ Pindah wilayah jabatan,

g. Diberhentikan sementara, atau

h. Diberhentikan dengan tidak hormat, ¥

- ) Cermat dalam penyerahan grosse, salinan dan kutipan.

Penyerahan suatu grosse akta kepada yang berkepentingan hanya boleh
dilakukan oleh Notaris yang membuat aktanya, meskipun dalam suatn grosse
akta ftelah diuraikan dengan jelas dan  akurat tentang siapa  yang
berkepentingan dan untuk apa akta tersebut dibuat. Jika terjadi kesalahan
penyerahan grosse, salinan dan kutipan kepada pihak yang fidak
‘berkepentingan  akan berisiko terjadinya penyalahgunaen  serta tidak
terjaminnya kerahasiaan atas akia tersebut, dimana kerahasiaan tersebut wajih
dijunjung tinggi oleh Notaris, Kemungkinan terjadinya pemalsuan dengan
menguball is1 akta oleh pikak yang tidak berfanggungjawab ates grosse,
salinan dan kutipan dimungkinkan tetap sda. Oleh karena itu, mimuta harus
disimpan dengan cermat dan aman. Notarls hams menghindad sejauh
mungkin suatu perbuatan melawan hukom yang dapat merugikan para pihak,
karena kurang cermat atau lalai, ferebily lagi karena kesalaban yang

disengaja.

2.3 Notaris Sebagai Pejabat Umum

Istilah  Pejabat Umurn  merupakan  terjemahan  dan  istilah  Qpendare
Ambtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notfaris {(selanjuinya
digebat PIN) dan Pasal 1868 KUH Perdata, Menunat kamus hukum salah satu arti
dari Ambtenaren adalah pejabat, Dengan demikian Openbare Ambienaren adalah
pejabat yang mempunyal tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, dalam hal
ini Notaris. Openbare Ambrenaren diartikan sebagal pejabat yang disershi tugas
untuk membuat akia otentik yang melayani kepentingan publik.

Rumusan tentang Openbare Ambtenaren dalam PIN dan KUH Perdata
tersebut melengkapl romusan dalam UUIN dan Tkaten Notaris Indonesia {INI)

41 hdonesia, Op. Ci., Pasal 62,
42 Habib Adile, @p.Cit. hal. 26-27,
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mengenai Notaris sebagai Openbare Ambtenaren memberikan batasan sebagai

berikut:

Notaris adalah setiap orang yang memangku jabatan dan menjalankan tugas
jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.”

Rumusan tentang pengertian Notaris dalam UUIN dapat memberikan
pemahaman yang lebih jelas. Dengan demikian ketika seseorang ingin mengetahui
secara lebih terperinci mengenai tugas, kedudukan dan kewenangan Notaris yang

bersangkutan dapat menelaah ketentuan yang ada pada UUJN.

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang oleh mereka yang
diberi wewenang oleh aturan-hukum. Notaris sebagai Pajabat Umum dibenkan
kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat
Umum sedang Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat

disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta
otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi
lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai
Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umnum saja ketika
membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hulcum dan kedudukan mereka tetap
dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang
dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan
Sipil yang membuat dan menandatanganinya tetap berkedudukan sebagai Pegawai

Negeri.

43 Ikatan Notaris Indonesia, Keputusan Kongres Luar Biasa, (Bandung, 27 Januari 2005).
Pasal (1) Angka 4.
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2.4 Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris
Dalam Asas-asas Pemerintahan yang baik dikenal asas-asas sebagai berikut®
1) Asss persamaan,
2} Agsas kepercayaan,
3) Asas kepastian hukum;
4} Asas kecermatan;
5) Asas pemberian alasan;
¢} Larangan penyalahgunaan wewenang; dan

7} Larangan bertindak sewenang-wenang.

Walaupun Notaris tidak berstatus pegawai negeri, akan tetapi sebagai pejabat
umum {baca: publik} terkait erat denpan pelayanan publik. Baik burskaya kineris -
Notarts akan memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung pada pandangan
masyarakat terhadap pemerintahan negeri ini.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, ditamnbah dengan Asas
Proporsionalitas dan Asas Profesicnalitas. Asas-asas tersebut dapat diadopsi sebagai
asas-asas vang harus dijadikan pedoman dalam menialankan tugas jabatan Notaris
sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Wotaris vang baik, dengan substans] dan
pengertian untuk kepentingan Notaris, sebagai berikut:®

a. Asas Peysamaan

Pada awal kehadiran Netaris di Indonesia, sckitar tahup 1626,
kewenangsrmya terbatas dan hanya melayani golongan penduduk fertentu atan
melayani mercka yvang bertransaksi dengan pihak Vereemigde Ooxt Indische
Compagnie (VOC). Pada masa pemerintah Hindia Belanda, Motaris pernah diberi
kewenaogan membuat akia peralihan untuk bidang tanah yang fundek kepada
ketentuan-ketentuan Burgerlijke wet Book (BW) dan tanah-tanab yang terdaftar,
dimana peralihan haknya harus dilakukan dan didaftarkan pada pejabat-pejabat yang
disebut Pejabat-pejabat Balik Nama (Overschrijving-ambienaren).

44 Habils Adiie, Sanksi Perdpia d&rx Aministratif Terhudap Notaris, Op.Cit, hal. 82
45 Jbist '
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Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian
dari masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi
Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan-
bedakan satu dengan yang Jainnya berdasarkan keadsan sosial-ekonomi atau alasan
fainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibeparkan dilakukan oleh Notaris dalam
melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris
tidak dapat memberikan jasa kepads yang menghadap Notaris. Bahkan dalam
keadaan tertentu, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan

secara cuma-curna kepada yang fidak mampu (Pasal 37 UUJIN).

b. Asas Kepercayaan ‘

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang haros selaras dengan
mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagal orang yang dapat dipercaya.,
Jabatan Notaris scbagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika fernyata
mercka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris adalah orang yang tidak
dapat dipercaya. Dalam hal inf antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya {yang
menjalankan tugas Jabatan Notaris} harus sejalan bagaikan dua sisi mata vang yang
tidak dapat dipisahkan. '

Salah sat bentuk darf Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka
Notaris mempunyal kewajiban untuk merahasiakan segéla sesuatt mengenai akta
yang dibuainya dan segala keferangan vang diperoich guna pembuatan akls, sesual
dengan surnpah/ianji jabatan, kecuali undang-undang menentoken lain (Pasal 16 ayat
{1} bhuruf ¢ UUIN. berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ UUIN merupakan
kelengkapan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Kewajiban
Ingkar (Verschoningsplicht) Notaris.

Pelaksanaan Jabatan Motaris scbagai jabatan kepercaysan dimulal ketika
calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing)
sebagai Notaris. Sumpah atau janii sebagai Notaris mengandung makna yang sangat
dalamn yang harus dijalaskan dan mengikat selams menjalankan tugas jabatan
sebagat Notatis.

Surapah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu:
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1} Notarig wajib bertanggungiawab kepada Tuhan, karena sumpah atav janji vang
divcapkan berdasarkan agama masing-masging, dengan demikian artinys segala
sesuatu yang dilakokan Notaris dalam menjalankan tugas jebatanpya akan
dimintal pertanggangjawaban;

2) Notaris wajib bertanggungjawab kepada negara dan masyarakat, artinya Negara
telsh memben kepercayaan untuk menjalankan tugas Negara dalam bidang
Hukurn Perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukfi berupa akta yang mempunyai
kekuatan pembuktan sempurna dan kepada masyarakat yang telah percaya
bahwa Notaris mampe memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akia
Notaris dan percays bahwa Notaris mampu menyimpan {merahasiakan} segala
keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris.

Daltam Pasal 4 ayat (2) UUJIN mengenai sumpab/janji Notaris ditegaskan

.. bahwa saya akan merghasiakan isi akta dan keterangon yang diperoleh dalam

pelaksanaan jabatan sqpa.’, dan Pasal 16 ayat (1) huref ¢ UUJN, bahwa Notaris

_berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang dipereleh guna peinbuatan akta sesusi dengan sumpah janji jabatan,

kecuall undang-undang menentukan lain®,

Secara woum Nofaris wéjib merahasiakan isi akia dan keterangan vang
diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang
bahwa Netaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang
diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, Dengan demikian, batasannya hanya
undang-undang yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi gkta
dan keterangan/pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan perbuatan
akta yang dimaksud.

Bahwa instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu
kewajiban Notaris vang dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huraf e UUIN, sehingga
kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada fugas jebatan Notaris. Sebagal suatu
kewajiban harus dilskukan, berbeda dengan hak ingkar, vang dapat dipergunakan
atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh
Notaris, kecuali ads undang-undang yang memerinfahkan untuk menggugurkan

kewajiban ingkar tersebut,
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Dalam hal ini timbul pertanyaan, kapan kewajiban ingkar dapat dilakukan®?
Kewaiiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh
instanst mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan-
keterangan dari Notaris yvang berkaitan dengan akia yang telsh atsu permah dibuat
oleh afau dihadapan Notaris yang bersangkutan.

© Notaris scbagai jabatan kepercayaan, wajib untok menyimpan rahasia
mengenai akia yang dibuataya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh
dalam pembuatan akta, kecuall undang-undang memerintahkannya untuk membuka
rehasia dan memberikan keferangan/pernyataan fersebut kepada pihak yang
memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewsniiban Notaris berdasarkan
ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUIN dan Pasal 16 avat (1) huruf ¢ UUIN. Jika ternyata
Nofaris sechagai saksi atau tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan oleh.
Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan
vang seharusnya  wajib  dirghasiakan, sedangkan undang-undang fidak
memerinishkarmya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada
pihak yang berwaiib dapat diambil tindakan terhadap Notaris fersebut. Tindakan
Notaris seperti imt dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2} Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), yaitu membongkar rahasia, padabal Notaris berkewajiban
untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi (perkara perdata) Notans
dapat minta dibebaskan dari kewalibannys untuk memberikan kesaksian, karena
jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya {Pasal 1908
ayat {3} KUHPerdata).

MNotaris mempunyai kewajiban ingkar bukan uptuk kepentingan dini Notaris,
tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa
Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keferangan atau
pernyatazn para pihak yang pemsh diberikan dibadapan Notaris yang berkaitan
dalam pembuatan alda.

€. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara
normatif kepada aturan hukom yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan
diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta, bertindak berdasarkan aturan hukum
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yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat
dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan afuran hukum yang berlaky,
sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para
pihak.

d. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan
pada aturan hukum yang berlaku, Menelitt semnua bukti yang diperlihatkan kepada
Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan
sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan
penerapan dan Pasel 16 ayat (1) huruf g ULUIN, antara lain dalam menjalankan tugas
jabatannya Notaris waiib bertindak seksama.

Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan:
1) Melakukan pengenalan ierhadap penghadap, berdasarkan identitasnya
yang diperlihatkan kepada Notaris,

2} Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermsti keinginan a%mz
kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).

3} Memenksa bukti surat yang berkenaan dengan keinginan atau kehendak

para pikak tersebut.

4) Memberikan saran dan membual kerangka akis untuk memenubs

keinginan atau kehendak para pihak tersebut.

5) Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti
pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan
untuk minuta,

6} Melakuken kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
jahatan Notaris.

¢. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta vang dibuat dihadapan atau oleh Notaris barus mempunyai alasan
dan fakta yang mendukung akia yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum
vang harus dijelaskan kepada para pihek/penghadap.
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f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 UUJIN merupakan batas kewenangan MNotaris dalam menijalankan
tugas jabatannya, Penyalahgunaan wewenang yaitn suatu tindakan yang dilakukan.
oleh Notarls di luar kewewenangan yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat
suatu tindakan di luar kewewenangannya, maka tindakan 'Notaris dapat disebut
sebagsi tindakan penyalahgunaan wewenang, Yika tindakan seperti ity merugikan
para pihak, maka para pihak yang merasa diwogikan dapat menuntut Notaris yang
bersangkutan dengan kualifikas: sebagat suatu tindakan bukum yang merugikan para
pihak, Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti

rugi dan bunga kepada Notaris.
g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notanis dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa
tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum
sampai pada keputusan seperti itu, Nofaris harus mempertimbangkan dan melibat
semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris,

Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suato tindakar
dapat dituangkan dalam bentuk akta atan tidak dan keputusan yang diambil harus
didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

h. Asas Proporsionalitas

Balarn Pasal 16 avat (1) buruf a UUIN, Notaris dalam menjatankan tugas
jabatannya wajib bertindak menjasga kepentingan para pihak yang terkait dalam
perbuatan hukuro atau dalam menjalankan tugas jabatan MNotaris. Di samping itu,
MNotaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan anfara hak dan kewajiban para
pthak yang menghadap Notaris.

Nofaris dituntut untuk senaniiasa mendengar dan mempertimbangkan
keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam pkta Netaris, sehingga
kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke
dalam bentuk akia Notaris.
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i.  Asas Profesionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUIN, Notaris wajib memberikan pelayanan
sesuai dengan ketentuan dalam UUJIN, kecuali ada alasan untuk menolakaya. Asas
i mengutamakan keahlian {ketlmuan) Notaris delam menjalankan tugas jabatannya
berdasarkan UHIIN dan Kode Etik jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris
dalam menjalankan tugas jabatannya diwnindkan dalam melayani masyarakat dan
akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

2.5 Proses Pembuatan Akfa Notsris
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa askta yang dibuat oleh atau
dihadapan Notaris, dilihat dari jenisnya, dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) :
1. Partif Alda disebut juga akta pihak, * “
2. Relaas Akta disebut juga akta pejabat,*’ \
Secara umurn proses pembuatan akta Notaris, baik untuk Partij Akts maupun
Relaag Akte adalah sebagal berkut: 1. Adanya Permintesn dari Pihak; 2. Persiapan
Pembusatan Draft Akta Notaris; 3. Meanghadap, Pembacaan, Penandatanganan Minuta
Akta; dan 4, Proses Penyelesaian Minuta Akta dan Penerbitan Salinan Akta.

1. Adanya Permintaan dari Pihak
Lahirnya akta Notaris diawali dari adanya kebutuhan warga masyarakat akan
akta otentik; ®® baik karena diwajibkan oleh peraturan perundeng-undangan maupun

karena inisiatif pihak {para pihak) dalam membuat akta otentik, **

46 Pihsk {para pihak) datang dihadapan Notans dan kemudian menyatakan malsud dan
wjwannys untuk membuat akta dari perbuatan dagfatan tindakan, yang kemudian dikonstativ
(dituliskan} oleh Nolaris ke dalam bontuk akia, dengan demikian dinamakan akta yang dibuat
dihadupan Notans. Lihat GH.S Lumban Tobinp, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement),
Cet. 4, (Jakaniz: Penerbit Erlangga, 1996), hal. 51,

47 Notaris diundang dalpm kapasitasnya sebagai pejabal v untuk membuat akia otestik
{akta Notaris} yesg menguraikan Hndaken dan kesdean yang dilihat, disaksikan dan dislumd oleh
Notaris sendiyi di dalars menislankan sbatannys, dengan demikian dinemakan akia yang dibust oleh
Neians {3ehagai peishat vmum). Libat id.

48 Kebuluhan wargs masyarakat akan akia olentik sangat erat kaltannya dengan berbagad
kubungan bisnis, kegiatan perusahaan, kegistan perbankan, pertanaban, sosial dan sebagainya. Lihat
Indonesia, Op. Cif, Penjelasan Umaten, .

49 Alda Notaris mevupakan akin otentik vang dihasilkan oleli Notaris, yang mans Notaris
berwenang membual akla olentik mengenai semua perbuatan, peranjisn dsn keletapan yang
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Kebutuhan akan akta otentik menimbulkan adanye permintaan dan penawaran, baik
dari pemerintah, perbankan, serta dari pribadi perorangan (walk in cusiomer}; *® vang
mana setelah permintean dan penawaran tersebut disepakati, Notars kemudian

mempersiapkan draft akta sebagaimana dimaksud oleh pihak (para pihak).

2. Persiapan Pembuatan Draft Akta Notaris
Draft akta Notaris *' untuk Partij Akta, disesuaikan dengan kehendak pihak
{para pihak) dan oleh Notaris dikonstantir dan dituliskan dalam bentuk akta.
Sedangkan untuk Relaas Akta, Notaris selaku pejabat umum, cukup mempersiapkan
dirt untuk mengamati keadsan yang akan dilihat, disaksikan dan dialaminya.

3. Menghadap, Pembacaan dan Penandatanganan Minuta Akta
Atas draft yang dibuat, untuk Partij Akta, pihak (para pihak) menghadap, *2
serta dilakukan pembacaan dan penandatanganan iminuta akta yang kesemuanya
ditadapan >* dan di fempat wilayah jabatan Notaris, > sedangkan vntok Relaas Akta,

diharuskan oleh perstoren perundang-undangan danfatau yaay dikehendali oleh yvang berkepentingan
antuk dinveizlen dalam alés otentik, menjamin kepagtion tenggs! pembustan akta, menyimpan skta,
memberikan prosse, salinan dan ketipan akia, serpuanya i sepanjong pembuatan akta-akia ity tidak
Juga ditugaskan afau dikecualikan kepada pejabat lain atsu orang [zin vung ditetapkan oleh undang-
umdacg, Lihal Ibid., Pasal 15,

5Q Permintaan dan penawaran yang datang dari perusahaan perbankan bissanya dalam bentuk
sural penawaran kerja atan disebut jugs affering letter.

31 Bentuk skia Motaris secars singkat memust ; awal kata stavw kepale akia, badan akia dan
akhir atau penutup alta. Libat Indonesia, Op. Ci, Pasal 34

52 Pihak {pars pibak) atau penghadep harus memenubi syarad sebagni berikut @ a. paling sedikit
berumue 18 {delapan belus) tshan stan telah menikah; b calap melakukan pecbuatan huku; dan .
peaghadap harmes dikenal oleh Motarie ateu diperkenalkan kepadanya olsh 2 {dua} orang saksi
peagenal yang berwmur paling sedikit 18 {delapan belas) talun atay teloh meniksh den cakap
melakukan perbuatan imkum atau diperkenaikan oleh 2 (dus) penghadep lainayva. Lihat f6id., Pasal 39

avat (I3 dan {2}

53 Segera setelah gka dibscakan, akia tersebut difandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan
Notaris, kecuali apabila ada penghadep yang tidak dapat membububkan tandatangaz dengan
menyebutkan slasannya. Likat Hhid,, Pasal 44 ayat ().

54 Motars berkewaijiban untuk membacakan akta dibadapan penghadap dengan dibadid oleh
paling sedikit 2 {dua} orang saksi dan ditandatangani pads saat ity jugs olch penghadap, saksi dan
MNotaris, serta setiap akia dibacakan oleh Notarls dihedin paling sedikit 2 {(dua) orang saksi, keouali:
peraturan perundang-uodangan menentuken lain Libat Bid., Pasal 16 syst {1) buruf | dan Pasal 40
avatfi RS

55 Notaris dilarang menjslankan jabatan difuar wilzysh jabstannya. Lihat Thid., Pasal 17 huruf
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tidak ada kewsjiban bagi Notaris untuk membacakan akta kepada pihak {para pihak),
bahkan tidek diwajibkan bagi pihak (para pthak) tersebut untuk menandstangani
Relaas Akta, >

4, Proses Penvelesaian Minuts Akta Dan Penerbitan 8alinan Akfa
Selanjutnva Notaris membubuhkan nomor serta memperbaiki minuta akta
sesuai dengan renvoi (bilamana ada), %7 kemudian menerbitkan salinan akta, yaitu
salinan kata demi kata dari selurvh akta dan pada bagian bawah salinan akia
- tercantum  frasa  “dibertkan  sebagai salinan  yang same bunyinys”®, yang
ditandatangani oleh Notaris diatas materai dan diberi stempe] Notaris. *

2.6 Persyaratan Formal Akta Notaris
2.6.1 Unsur-unsur Akfa Nofaris

Keberlakvan akia Notaris yvang mempunyai kekvatan pembuktian sehagai
akta Qt&fziik,.mﬁmzmt KUHPerdata dan UUIN wajib memenuhy persyaratan formal
akta Notaris, yaito:

1. dibuat oleh atau dihadapan Notaris;
2. dibust ditempat vang termasuk dalam wilayah jabatan Notaris,
3. menggunakan atau dalam bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam

undang-undang.

X Unsur Pejabat Pembuainya
Pejabat pembuat akta Notaris memurut UUJN adalsh Notans, Notaris |
Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Nofaris. Agar

56 Terhadap Relaas Akta, antara lain raengenai berita acara, maka pihak (para pihak) dapat
menolak membububkan tanda tangannyas atau bahkan tidak hadir pade penutupan akta, Notaris
berirewajitsan untuk menyatakan hal tersebot pada skhir akta dengan mengensukekan alasannys dan
akia tersebiit detap merupakan akda otenbik, Libat fbid,, Pasal 46 ayat (1) dan (2},

57 Apabila dalam akta perlu dilakukan pemcorstan kats, horul atau angka, hal tersebut
dilakukan gedemikian rupa sehingga ietap dapat dibaca sesual dengan yang fercentum semuls dan
jumiah skis atan angka yang dicoret dinyatakan pads sisi akta. Likat /5id, Pasal 50 ayat {1}

3% Seyagyanya seorang Notaris melakukan pengecekan terlebih dahuly baik terhadap minuta
akla maupun salinan akta yang dibasilkannys serld memastiken bahwa isi salinan akia telah sama
persis denpan isi miouta akta,
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seseorang dapat diangkat dan menjalankan jabatan Nofaris wajib memenuhi
persyaratan pengangkatan™ dan pengucapan sumpah/janii Notaris %

Ketentuan dalam KUHPerdata Pasal 1868 menjelaskan lebih spesifik vaitu
dengan kalimat, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pepawai umum vang berkuasa
untuk i%u, hal mana dapat diterjermnahbkan sebagat berikut :

1. Notaris berwenang sepanjang menyangkut akia yang dibnatnva;

UUIN Pasal 15 menyatakan bahwa sepanjang pemnbustan akta-akta itu tidak

juga ditugaskan afau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta
itu dibuat,

Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 52 membuat pengecualian bahwa

Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akfz untek dirt sendiri,

istri‘suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan

Notanis batk karena perkawinan maupun hubungan darsh dalam goris

keturunan furus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta

dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak

59 Syaral untuk dapat diangkat menjadi Notaris eleh Menteri adalah ; 2, Warga Negara
Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling sedikit 27 (dua puluh tujuls)
tahun dan maksimal 63 {enam puluh Jirea} tshun atau dapat diperpanjang sampai dengan 67 {enam
puiuh tjuk) tahug dengan mempertimbangkan Xeschatan; d. sehat jasmani dan rohani; e berjazah
sarjana hukum dan jujusan jenjang strata dus kenotariatan; 1§ telsh menjalani magang atau nyalanyeta
telah bekerja sebagai Raryawan Notarls dalam waktu 12 {dua belas) bulan berturut-turut pada kantor
Motaris atas prakarss sendid slau alss rekomendast Grganisasi Notars selslal lufus sbiala dua
kenotariaten; dan g tidek berstutus sebagal pegawsi negerd, peiabat Negars, gdvokat stou tidek sedang
memangku jabatan Iain yang oleh undungamdang dilarang uptuk dirangkan dengan jabatan Notarls,
Lihat fbid,, Pasal 3.

60 Sebelum menjalankan jabatannya, Notans waile mengucapkan sumpab/angi mesunst
agamanya dihadapan menteri atau pejabat vang ditmjuk ipaking lambat 2 {dua) bulan ssink keputusan
pengangkatan scbagai Netaris] vang herbunyi © sava bersampalvbesianii, bahwa saya akan patuh dan
setia kepada Negara Republik Indonesis, Pancasila dan Undang-Undang Pasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang.-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan
lainnya; bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak
berpihak; bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya
sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan fanggung jawab saya sebagai Notaris;
bahwa sava aksn mecshasiakan isi akia dan keterangan yang diperoleh dalanm pelaksanaan jabatan
saya; bahwa saya untuk dapat diangkat dalam pelaksanaan jabatan ini, baik secara Jangsung maupun
tidak langsung, dengan pams atau dalih apa pun, tidek pernsh dan tidek akan memberikan aten
menianjikan sesuaty kepada siaps pun. Lihat J6id, Pasal4,
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untuk diri sendird, maupun dalam suats kedudukan ataupun dengan
perantaraan kuasa,

3 Z‘%’Qtarisgsérwenang sepanjang mengenai pembuatan akta itn;
Notaris harus dalam  keadasn ‘aktif ketiks wakin pembuatan aten
pepandatanganan akfa MNotaris, yang artinya Notaris tidak dalam keadean
seperti: cuti, berakhimya masa jabstan, diberhentikan dengan hormat maupun

dengan tidak hormat.

2. Unsur Tempat Wilayah Pembuatannya
Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota; ©
sedangkan wilayah jabaten Notaris meliputi provinsi deri tempat kedudukannya.
Pembuatan (penandatanganan) akta Notans wanb dilakukan ditempat yang termasuk
kedalam wilayah jabatan Notaris, pamun Notaris tidak berwenang secara teratur
menjatankan jabatan di juar tempat kedudukannya, ©
3. Unsur Bentuk dan Tata Cara Pembuatannya
Bentuk dan tata cara pembuatan akta Notaris, dijelaskan baik secara langsung

maupun tidak langsung dalara UUIN khususnya Bab 11 dan VIL

2.6.2 Bentulk Akta Notfaris
Bentuk akta Notaris berdasarkan UUIN, terdin atas:
[. awal akita atan kepala akta, mermuat.

a. judul akta

81 Hotaris walib mempunyal henya sem kaotor vaite di tempat kedudukannye. Libat Bid,
Pasal 19 ayat {33

62 Misstkan tempat keduduken Notaris ade di Jakana Sclatan, mska wilayeh jsbatannys
meliputi seluruh wilayah provinsi DEI Jakarts, kareranya Notaris berwenang uniuk mermbuat dan
menandatangani akia Molards termasuk di Jakurla Barat, Jakarta Utars, Jakarts Timur dan Fakaria
Pusat, serta Kepulaoan Seribu, contol: tempat kedudukan Notaris ada di Depok, maka wilayzh
jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi Jawa Barat, karenanya Notaris berwenang untuk
membuat dan menandatangani akia Notaris antara lain di Cibinong, Bogor, Bandung dan seterusnya.

$3 Pembuatan (penandatangenan) akta Motaris boleh dilakukan di luar tempat kedudukan

Notaris namun masih  termassk delam  wilayah Jabatan Notans, namun. sedapat-dapainya
dilangsungkan i kastor Notads, kecuali ontuk pembuatan akta-skia tertentu. Lihat Indonesia, Op.

T, Pasal 19 avat {2} jo Peniclasen,
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Judul akta merupakan penamaan akta vang berfungsi vntuk identifikasi
sekaligus penggembaran isi dari sebuah akia dan biesa ditulis {sempa)
dalam humf kapital;

b. nomor akia
Penororan akta Notaris dibuat berurutan dari angka 1 (sate) dan
seterusnya, narmun kembali ke angka [ {saty) lagi setiap awal bulan
berikutnya; *

€. jam, harl, tanggal, bulan dan tahun; 5 dan

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris,

2. badan akta, memuat: '

a. nama lengkap, tempal dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,
jabatan, kedudukan, ternpat tinggal para penghadap dan/atan orang
yang mereka wakili; %

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

g. isi akiz yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang
berkepentingan; dan

d. pama lengkap, tempat dap tanggal lahir, serfa pekerjaan, jabatan,
kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal, *’

3. alchir atan penutup akts, memuat:

a. uraian tentang permbacaan akta; %

&4 Terdapat pengecsalian yaitu untsk akiz Kelerappan Hek Mewaris {merupakan akia yang
dibuat oleh Notaris berdasarkan Alda Pemmyatnan) yang peaomorannya adalsh beruratan dayd sngka 1
~ {satu) sgjak seseorang menjadi Noterds sampai dengan pensiunnya Notaris fersebuf, dengan penulisan

berupa angka faris miring thug, contoh @ 10/2008, artinys menapakan Akia Keleranpan Hak Mowaris
yang ke 16 {sepuluh) yang dibuat oleh Motaris dan akts tersebut dibuainys pada tahun 2008,

$3 Dalam prainik, westen penulisannys adalsh » hari, tevgeal, bulan, tahun dag pukul (jam)

66 Bilamens tempat penandatanganan akis Notars tidak sama depgan tempat kedudukan
pitmk/penghadap, maka di bawsh wmian pibal/penghadap tersebut ditambabkan kalimat “snfuk
sementara ini berada di ...."; wreian mengenai pibak/penghadap biasa disebui sebegsi komparigi
(komparan}.

67 Penghadap herss dikenal atau diperkenalkan kepads Notaris oleh 2 {dua) orang saksi
pengenal bepurmir paling sedikit 12 (delspan belss) tahun ataw telah meniiah dan caksp mekskukan

perbuatan hukum atau diperkenatkan oleh 2 (dua} pengbadap laionys; pengenalan tersebut dinyatalka
secars fegas dalam akta, Likat Indonesia, Op, Ciz, Pasal 39 ayat {2} dan (33,

&8 Notaris membacakan akta dihadepan penghap dengan dihadiry eiah paling sedikit 2 {dua}
orang saksi; kecusli jike ponghadap meaghendaki agar akes tidak dibseakan karena penghadap telah
mernbaca ssndird, mengetalnd dan memehami isinys, deazan ketentuan babwa hal tersebut dinyatskan
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b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatangespan atau
penerjemahan akta bila ada; @

C. nama lméka;;, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi aktz; ° dan

d. vraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan
akta atau urzian tentang adanya perubzhan yang dapat berupa

penambahan, pencoretan atau penggantian. n

2.7 Penandatanganan Akta
1. Tempat Penandatanganan Akfa

Penandatanganan suatu akta Notaris harus dilakukan sesuai tempat atau
kedudukan dan wilayah kerja Notans, sebagaimana discbutkan dalam Pasal 18 ayat
(1) dan (2} UUIN, yang berbunyi

{1} Notans mempunyal tempat kedudukan di daerah kabupaten atao kota,

{2} Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi

dari tempat kedudukannya. ' ,

Apabila penandatanganan dilalukan diluar kedudukan dan wilayah Notaris,
maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah
tangan atan suatc akfa menjadi batel demi hukum dan dapat menjadi alasan bag
pithak vang menderita keruginn untuk menuntut peagganiian biaya, ganti rugi dan
bunga kepada Notaris yang diajukan di Pengadilan.

Penandatanganan akta Notaris merupakan suatu keharusan sebagal tands

persetujuan dari para penghadap dan mérupakan syarat formal otentisitas akta notaris

dalam penutup akia serta pada setiap halaman minata akta dipamf oieh penghadap, saksi dan Notaos.
Lihat 70id., Pasal 16 ayat (£} horuf dan syat {7}

69 Dalam hal penphadap tidak tmengerti bahasa veng digunakan dalam akla, Notarls wyjib
menerjernabkan atay meniclaskan isi akta fu dalem bahasa yang dimengenti oleh penghadap; atau
diteriemahkan atau dijelaskan oleh scorang penerjemabs resmi. Lihat 1544, Pasal 43 ayat {2}

70 Suksi pada skia Notaris barus momenuhi pereysratan sebapaimans dimaksud delam
Undang-Undang Jabatan Notaris, Lihat 25id., Pasal 40 ayat (2).

71 Perubahan atas akia berupa penambshan, penggantian atau pencorctan dafam alda hanya
sah epabils perubahan terseinst diparaf sten dibed tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan

Notaris serta pada penatup seliap akta dinyatakan jumiah persbahan, pencoretan dan penambahan,
Libat 7bid,, Pasal 48 ayat {2}, dan Pasal 30 avat (4).
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tersebut. Hanya akta-akta tertentu yang tidak diharuskan untuk ditandatangani oleh
penghadap, misalnya akia relaas. Hal ini menandakan bahwa para penghadap telah
menyetujui apa yang terdapat atan vang dipedanjikan oleh kedua belah pihak, yaitu

para penghadap itu sendiri. Membubuhi tanda tangan harus mempunyai arti sebagai
72
melthat (membaca} dan menyetuni apa yang ditolis.

Sebelum para penghadap menandatangani akta, terviehbih dabulu Noteris
diwajibkan membacakan dan menjelaskan isi dari akta tersebut dengan maksud agar
dapat diketahui jika terdapat kejangpalan atau salah satu penghadap keberatan atau
tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan penghadap lainays, dimana hal
tersebut dapat langsung dirubah (di renvoi pada sisi akta) oleh Notaris sesuai dengan
" keinginan para p.enghaéap. Seteiah Notaris membacakan dan menjelaskan ai?cta dan
para penghadap serta saksi-saksi telah mengerti akan maksud dari akea if, barulah
para penghadap dan saksi-saksi membububkan tanda tangan pada minuta akta

tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Motaris,

2. Saaf Penandatanganan Akia
Penandatanganan suatu skia Hdak dapat dilakukan pada harl vang berlainan.

Pasal 44 avat {1} UUIN dinyatsksn dengan tegas bahwa segera sefelah akta
dibacakan, akfa tersebut ditandatangent oleh setiap penghadap, saksi-saksi dan

MNotaris.

3. Tempat Tandatangan Dibubuhkan

Penandatanganan suatu akta dibubuhkan di bawah akta. Apabila pada
halaman akta yang bersangkntan tidak cukup tempat untuk membubuhkan tanda
tangan, misalnys oleh karena banyaknya penghadap atau karena ruang kosong bagian
bawah alta sangat sempit, maka pembubuhan tanda tangan dapat dilakukan di
halaman beritkutaye. Hal inl tidak menyvalahi kefentuan dalam UUJN. Tanda tangan
harus dibubuhkan di bawah akta, karena seseorang menerangkan dan menyatekan
apa yang ada di atas tanda tangannya dan bukan apa yang ada di bawahnya. Dengan

72 Notares wajib mempunysi caplstempel yang menmuat Lambang Negara Republik Indonesia
dag pads ruang yang melingkarinye dituliskan nama, jabatans dan tempal kedudukan yang
bersangkulan, soita sccare {eknis dapat ditibat di Peraturan Menteri Hulum dan Hak Asasi Manusia
Repoblik Indonesia Nomor - M G2 HT.0%. 10 Tahus 2007 Tentang Bentuk dan Ukuran Cep/Stempel

Notarnis.
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demikian, terlebih daholu diselesaikan isi dan akfa itu kemudian dilakukan
penandatanganan. _ '

Oleh karena itu, terdapat pé;lg&s:;aaiian terhadap apa yang telah divraikan di
atas, yakni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UUIN yang
berbunyi:

{1} Dalam hal Penghadap mempunyai kepentingan hanys pada bagian tertentu
dari suatu akta, hanya bagian akia tertentu vang dibacakan kepadanya,

{2} Apabila bagian ferfenfu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan
ataw dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada
bagian tersebut.

Dalam hal ini tanda tangan dari penghadap dibububkan di sudut kiri akta.
Pembacaan dan penandsfsnganan ito harus dinyatakan dengan tegas sebagaimana
juga halnya dengan persyaratan yang berlaku bagi pernbacaan selurub isi akia yang
harus dinyatakan pada bagian penutup dari akia itu.

4, Urutan Penandatangan Akta

Undang-undang tidak secara tegas menetapkan vrutan penandatanganan akfa.
Akan tetapi, apabila diperhatikan dalam UUIN meka dapat dilihat adanya suatu
unian penandatanganan skis yang Jogis. Pertama kall yang barus menandatangani
akta {alah para penghadap, kemudian para saks dan vang terakhir Notaris.

Penandatanganan skta mengandung arti memberikan  keterangan dan
pernyataan secara tertulis, yakni apa vang fertulis di atas fanda tangan itu. Notars
harus menyaksikan bahwa akta itu ditandatengani oleh para pepghadap, saksi-saksi
dan oleh Notaris sendiri, Telah menjadi suafu kebiasaan, bahwa Notaris
menandatangani akta itu paling akhir. Hal ini berarti bahwa dengan penandatanganan
akta Notaris maka akta itu menjadi suatu akia otentik yang lengkap. Para saksi
dengan membubuhkan tanda tangan mereka di atas akta itu berarti telah memberikan
kesaksian, bahwa saksi-saksi hadir pada sast penandatanganan dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang telah diatur oleh UUIN.

Seorang penghadap dan saksi-saksi diperbolehkan menandatangani akta
Nofaris dengan syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UUIN
sebagai berilkut: o
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1. Penghadap harus memenuhi syarat:
a. Paling sedikit penghadap harus ‘bcmrnur 18 (delapan belas) tahun, atau
telah menikah, )
b. Kecakapan melakukan perbuatan hulkum.
2. Saksi-saksi harus memenuhi syarat:
a. Paling sedikit saksi harns berumur 18 (delapan belas} tahun, atau telah
menikah,
b. Cakap melakukan perbuatan hukum,
€. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta,
d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf,
e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dalam garis
lurus ke atas dan ke bawah tanpa adanya perbatasan derajat ketiga dengan

Notaris atau para pihak.

Pargyaratan tersebut difentukan oleh UUJIN. Apabila hal tersebut di atas tidak
duindabkan oleh seorang Notans, maka akfa Notards fersebut hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagal akta di bawah tangan atau sustu akia menjadi batal
demt hukum, Hal ini dapat meniadi alasan bagi pthak yvang menderita kerugian untuk
menuntul penggantian biaya, ganti rug dan bunga kepada Notatis,

5. PenggantiTanda Tangan

Penghadap diharuskan membubuhkan tanda tangan pada akiz Notaris yang
terrnasuke dalam  akia parlil. Apabila penghadap tidak dapat membubuhkan
tandatangannys, mz;ii{a tanda fangan tersebut dapat éigénzi dengan surrogat alau
keterangan dari para penghadap yang menyatakan bahwa penghadap fidak dapat
membubuhkan tanda tangan diserfai slasannya yang dapat diganti dengan cara lain,
seperti cap jempol dan keterangan (surfogat} tersebut harus dinyatakan secara tegas
pada bagian akhir akta, Misalnya, “oleh karena penghadap Tuan A tidak dapat
menandatangenmi akia ini dikarensken kedua tangannyz mengalami kelompuhan
akibat penyakit yang dialaminya,” maka keterangan-keterangan tersebut merupakan
pengpanti tanda tangan dari penghadap bersangkutan. Hal ini membuka jalan bagi
orang-orang yang buta huruf atan orang-afé;a‘g yang karena kecelakaan atau sebab-
sebab iain tidak dapat membubuhkan tandatangannya di atas akta, agar mereka juga
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dapat membuat akia partij (parsi acte) dihadapan Notaris. Keharusan
penandatanganan akia dan/atau surrogat oleh para penghadap diatur dalam Pasal 44
ayat (1), (2), dan (4) UUIN. i

6. Keharusan Pemberitahuan Tentang Adanyz Penandatangansn Pada
Penufup Akta
Dilakvkannya penandatanganan akta harus diberitahukan oleh Notaris pada
penutup akta. Pemberitahuan ini adalah keterangan dar seorang Nofaris sebagai
pejabat  umum. Ketentuan perondang-undangan mengharuskan bahwa para
panghadap harus dikenal oleh Notaris, dimana Notaris menerangkan bahwa ia
mengenal penghadap dan sehubungan dengan itu menerangkan bahwa tanda tangan
yang bersangkutan dibubuhkan vleh penghadap.

2.8 Penyimpangan dan Permasalahan Balam Proses Pembuatan Akts Notaris

Pada bagian di atas telah dibshas mengenai proses pembuatan akta Notans
yang secara umum dawali dengan adanya permintaan dard para pihak, persiapan
pembuatan draft akta Notaris, menghadap, pembacaan, penandatanganan minuta akta
dan diakhiry dengan proses penyelesalan Minuta Akta dan pencrbitan Salinan Akta.
Juga telah dibahas mengenai persyaratan formal akta Notars dengan ketiga unsurnya
yaitu unsur pejabat pernbuatnya, unsur termpat wilayah pembustannya, serta unsur
bentuk dan tala cara pembuatannya, sedangkan proses pembuatan akta Notars
sendiri sebenamya merupakan pemenvhan persyaratan formal akta Notaris, maka
karenanya terkait dengan penyimpangan dan permasalzhan dalam proses pembuatan
akta Notaris yang dapat diuraikan dalam 3 (tiga) fase, yaite |

1. Sebelum Penandatangenan Akta,

2. Pada saat Penandatanganan Akta, dan

3. Sesudah Pepandatanganan Akia.

1. Sebelum Penandatanganan Akia
Masa sebelum penandatangenan akta merupakan masa persiapan drgft akia,

pada saat persiapan draft akta, terdapat 2 (dua) hal yang menjadi persoalan, yaitu ;
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7
1. Keterbatasan waktu dalam mempersiapkan draft akla;

Beberapa hal penyebabnya antara lain

a.

b.

Transakasi yang harus dilaksanakan segera;

Permintaan (prder} yang mendadak dan dilakukan sehari sebelum
penandatanganan;

Pekerjaan yang datang melebihi kapasitas’ kemampuan kantor Notaris
tersebut untuk mengerjakan dan menyelesaikannya;

Notaris takut kehilangan klien; _

Ada kekhawatiran pada Netaris, khususnya Notaris rekanan bank,
bilamana tidak dapat mengerjakan tupasnya dengan cepat akan
dikeluarkan dari daftar rekanan Notars atau_ meskipun masih terdaflac
sebagai relanan, namun tidak {agi diberikan pekerjaan dari bank tersebut.
Keterbatasan wakiu dalam mempersiapkan draft akta menyebabkan tidak
jarang Notaris menggunakan draft yang telah ada tanpa diperiksa kembali
dengan tidak memperhatikan konteks situasinya, yang kemudian dapat
menimbulkan permasalahan baru bilamana pada saat penandatanganan

akta hal tersebut tidak segera disadari oleh Notaris.

2. Terhambatnya vengumpulan data/dokumen terkait pembuatan drafi Akta,
antara lain seperti Kartu Tanda Pendudek, Kartu Keluarga, Surat Kelahiran,

Surat Kematian, Anggaran Dasar suatu badan hukum, perjanjlan ysog

melatarbelakangi, Surat Kuasa, Surat Persefujuan, Kesepakatan Bersama dan

sehagainya,

Dalam praktik, seringkali data/dokumen terkait akan disusulkan kemudian
pada sanl penandatanganan akta, meskipun hal tersebut bukanlah merupakan
penyimpangan, namun tidak jarang mengakibatkan Notaris ‘terpaksa’ hanya
mempersiapkan blanko kosong pada saat pepandatanganan dan bilamana ada draf?
pada blanko, itu pun haoyalah merupakan awal akia atau kepala akta dengan sedikit
kompanisi dan akhir atau penutup akta.

73 Twrbatasnys wakt: uphik pesancangan draft akia dapat juge discbabian olch pomalatan
danfstan perlengkapan Kanotor Notars tidak memadai dan tidak mendukung uniuk pengerisan dan
penyveiesaizn secars cepal suatu akia,
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2. Pada Saat Penandatanganab Akfa
Penyimpangan dan permasalahan kebanyakan terjadi  pada  saat

penandatanganan akla, yaim :

Nosaris:

Atas permintgan dan  kesepakatan ber_sama, Notaris, meskipun  tidak
berwenang menjalankan jabatannya, akbimya bersedia menjalankan jsbhatannya di
fuar wilayah kewenangannye sebagai Notans, namun dalam akta tetap dituliskan
tempat yang sesuail deagan wilayah jabatan Notaris, seolah-olah pembacaan dan
penandatanganan  akta  kesemuanya dilakukan di wilayah jsbatan  Notans,
{(Pelonggaran UUIN Pasal 17 huruf o jo Pasal 18 ayat (2), serta Kode Etik Notaris
(2005} FPasel 3 angha 14}

Pihrakd/Penghadap:

t.8alah satu pihak/penghadap tidak berada dihadapan Notans, yang mana
mengakibatkan penandatanganan akta tidak dilakuken pada saat vang
bersamaan dan dihadapan Notaris, ataupun Notans tidek hadir, namun
mengutus asistémya untuk menggantikan pelaksanaan tugas seria berfungst
sebagat Notaris. (Pelanggaren UUINPasal 15 ayat (1) jo Pasel 1 angka 7)

2 Keabsahan pihak/penghadap tidak lagi diperiksa apakah telah sesuai dengan
identitasnya, serta data/dokumen yang membuktikan kapasitas bertindak
pihak/penghadap tidak diperlihatkan kepada Notaris, namun disusulkan
kemudian setelah penandatanganan akta. (Pelanggaran UUJN Pasal 32)

3 Pembacaan akta tidak dilakukan dan kepada pihaldpenghadap juga tidak
ditanyakan apakah sudah mengerti isi daripada akta. (Pelanggaran UUIN
Pasal 16 ayat (7) jo Pasal 16 ayat (1) huruf §)

4. Paraf tidak dilakukan atas setfap perubahan, pamun hanya pada halaman pada
lembar vang terdapat meterai, (Pelanggaran UUJIN Pasal 45)

5.8etiap halaman diparal vang dilakukan sebagai langkab antisipasi jika
kemudian terjadi perubshan {renvoi} meskipun sebelumnya akta telah
dibacakan.
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Saksi:

Sakst atas pembacaan dan penandatanganan akta hanya satu orang atau
bahkan tidak ada sama sckali, kemudian saat kemball ke k.%ntor, Notatis segera
menyurvh pegawat kantor sebagat saksi yang hadir serta menyaksikan pembacaan
dan penandatanganan skda. (Pelangparan UUJN Pasal 41 jo Pasal 40 jo Pasal 16

avat (1} huruf .

Bentuk:

Dalam pembuatan akta, Notaris tidak jarang menggenakan draff yang telah
ada, karenanya tidak jarang pula terjadi ketidaksesuaian, antara lain pada bagian
penutup akta, yang mana pada bagian akhir atau penutup akta, draft mengenai
pembacaan dan penandatanganan akta hampir selalu menggunakan wraian sebagai
berikut :

Demildaniah akta ini

Sesudah akia ini saya, Notlarig, bacskan dihadapan para penghadap dan saksi-
saksi, maka zkta ini segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,
Nofaris.

aaaaaa

Meskipun pada kenyataannya akta tersebut tidak dibacakan dan  bahkan
ditandatangani sebagaimana mestinys, namun redaksional perulisan akta hampir

selalu memakai uraian tersebut. (Pelanggaran UUJN Pasal 44 avar (4) jo Pasal 38
ayat (4))

Tata Caras
1. Kepastian hari, tanggal, bulan den tahun serta pulnd beraps (wakhy)

berhadapan dengan Notaris;

Notaris berkewsjiban untuk memastikan akan hari, tanggal, bulan dan tehua
serta pukul berapa (walktu) pihak (para pihak} berhadapan dengan Notans,
narmn dalam kenyataannya

a. Tidak jarang dalam praktik, minota akta ditandaiangani saat ini, namun

pemberian noinor dan tangpal akia dilakukan kemudian, sehingga pihak

30 Universitas indonesia

Analisis Yuridis..., Pandu Nugroho, FH Ul, 2009



{para pihak} tidak perlu repot untuk kembali berada dihadapan Notans;
atav
b. }{aiéﬁa ada suatu kondisi tertentu yang belum terpenuvhi, maka minuta
akta ditandatangani saat ini, mamun pemberian nomor dan tanggal akts
dilakukan kemudian setelah terpenuhinya kondist tertenfu tersebut.
{ Pelanggaran UUIN Pasal 15 ayat (1) & Kode Etik Notaris (2005} Pasal 3
angka 1, 4, 17 huruf ¢ dan Pasal 4 angha 15 huruf ¢)
Pembacaan akta
Formal perbacaan akta tidak dilakukan oleh Notaris dan bukan karena alasan
pihak {para pihak) telzh membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya;
(Pelanggaran UUIN Pasal 16 ayat (7) jo Pasal 16 ayat (1) huref )
Penandatanganan akia
Tidak dilakukan penandatanganan akta secara bersama-sarna dan dihadapan
Notaris, bahkan terkadang, akta dibawa pulang cleh pihak (para pihak) dan
kemudian diedarkan untuk ditandatangani bagl yang behum menandatangant
akia tersebut; (Pelanggaran UUIN Pasal 44 ayar {1} & Kode Etik Notaris
{2005) Pasal 4 angha 6)
Penar{ii;aézaﬁ, penggantian, dan pencoretan
Vraian tentang penambahan, penggantian, dan peacoretan yang tertera pada
bagian penutup akta idak sesuai dengan jumlah dsn keadaan renvoi

sebenamya. (pelanggaran UUJIN Pasal 30 ayat (4))

Latn-fgin:

i

Pemberian nomor dan tanggal akta, atsupun pembacaan dan penandatanganan
atas alcta dilakukan terlebih dahulu, meskipun pemberian tanggal dan nomor
akfa dilakvkan pada kemudian bari (lain han), (Pelanggaran Kode Eiik
Notaris (2005} Pasal 3 angha 1, 4, 17 huruf ¢ dan Pasal 4 angka 15 huruf )
Minuta akta disirkulasi, untuk mendapatkan tanda tangan dari pthak yang
tidak berada dihadapan Notaris, (Pelanggaran Kode Etik Notaris(2005) Pasal
4 angha 6)

Pembacaan akte tidak dilakukan atau dilakukan tapi oleh asisten Notars,
maka apabila hal itu terbukti (pembuktian dapat dilakukan oleh saksi),
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Notaris tersebut telah membuat pemalsuan intelektual (intelectuele

vervalsing).”

3. Sesudah Penandatanganan Akta
Penyimpangan dan permasalahan yang terjadi sesudah penandatanganan akta
yaifu :
1. Dipergunakannya ‘teknik angkat’ (manipulasi) untuk memperbaiki minuta
akta;
Draft akta yang telah ditandafangani seketika berfungsi sebagai minuta akta,
yang mana terhadap minuta akta tersebut, bila ada renvoi harusnya dilakukan

pada sisi kiri akta dan pada akhir akta (bilamana perubahan tidak dapat di sisi

kiri al(ta).?s Namun dalam praktik tidak jarang renvoi dihindan mengingat
dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan renvoi menggunakan
mesin ketik, karenanya yang biasa dilakukan adalah menggunakan ‘teknik
angkat’ (manipulast), yaitu atas minuta akta yang dipakai hanyalah lembar
yang terdapat meterai yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pihak (para -
pihak), sedangkan isi lembar tengahnya diangkat untuk kemudian ditukar
dengan lembar baru hasil print yang telah ada isinya dan disesuaikan serta
diatur sedemikian rupa susunan letaknya sehingga seolah-olah merupakan
satu kesatuan dengan lembar yang telah ditandatangani di atas meterai
tersebut.

2. Data/dokumen yang menjadi lampiran tidak lagi diperiksa dan dibaca apakah
telah sesuai dengan minuta akta£ -
Dokumen yang menjadi lampiran sering kali dianggap sepele dan tidak
diperiksa lebih lanjut apakah dokumen tersebut telah sesvai dengan minuta
akla, terutama bilamana pihak (para pihak) merupakan klien langganan,
misalkan mengenai isi Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Dewan

Komisaris.

74 Tan Thong Kie, Op. Cit., hal. 442.

75 Suatu. perubahan baru dibuat pada akhir akta (bilamana perubahan tersebut tidak dapal
dibuat di sisi kiri akta), sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan
menyusupkan lembar tambahan. Lihat Indonesia, Op. Cit., Pasal 49 ayat (2).
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3. Minuta dan salinan akta vang telah dibuat tidak lagi diperiksa, khususnya
pada salinan akta, apakah telah merupakan salinan kata demi kata dari mimuta
akta dan pada bagiézz bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagui
salinan yang sama bunyinya™.

4. Adanya revisi atas salinan akta yang ielah diserahkan oleh Notanis kepada
pihak (para pihak),- yang mengakibatkan minuta akta pun ‘terpaksa’
disesuaikan;

MNuotaris menarik kembsli salinan akta yang telah diserghkan kepada pihak,
kemudian merevisi minuta akta dan salinan akta sesuai dengan keinginan

pihak {para pthak}.

Penyimpangan dan permasalahan dalam proses pembuatan akta Notaris
merupakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakekan oleh Notaris, karenanya Notaris
dapat dimintal pertanggungjawaban, meskipun pada kenyatagnnya pelanggaran-
pelanggaran iersebut dilakukean karena kesalaban atau kelalaian pegawai kantor

Notaris.

2.9 Status  Keabsahan Akta Notaris Sebagai Akta OQOtentik  yang
Penandatanganamuya Tidak Dilskakan Bersama Oleh FPara Pihak

Dihadapan Netaris

Tata cara pembuatan akta Notaris, terkait dengan persyaratan formal akta
Notaris, tidak dijelaskan secara khwsus dan terperinei dalam UUIN, namun pada Bab
XTI Ketentuan Saksi, Pasal 84, dapat xdisim?zzikan bahwa dalam pembuatan akia
Notaris pelanggaran atas Pasal 16 avat (1} huruf'1, Pasal 16 ayat (1) horuf'k, Pasal 41,
Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 mengakibatkan: v

1. Suato akta hanva mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah
tangan; atau
2. Suatu akta menjadi batal demi hukum.

UUIN Pasal 84 menjelagkan, bila mana ada “kondisi® yang terpenubi, maka
mengeakibatkan “suatu akta hanya mempunyal kekuatan pembuktian sebagai akia di
bawah  tangan”, adalah serups dengan KUHPerdata Pasal 1869, yang juga

menjelaskan bilamana ada ‘kondisi’ yang terpenuli, maks mengakibatkan *suafu
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akta mempunyni kekuatan sebegai tulisan di bawah targan jika ia ditandatangarni
oleh para pihak™.

KUHPerdata Pasal 1é6§ menjelaskan, kondisi yang mengakibatkan “suaiu
akta mempunyal kekuatun sebagai tulisan di bowah fangen jika ia ditandatangani
oleh para pikak” tersebut adalah karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai
umum atau karena cacat dalam bentuknya,

Berdasarkan Updang-Undang Jeabatan Notaris dan KUHPerdata tersebut,
dapat ditarik kesimpulan babwa ‘“hondisi’ yang dapat mengekibatkan suntu skia
hanya mempunyel kekuatan pembuitian sebagoi alta di bawah tangan adalah ;

1. Tidak berkuasa atau tidek cakapnya pegawai umum (kompetensi Notarisnya);
2, Cacat dalam bentuknya; serta '
3. Notaris melakukan pelanggaran terthadap ketentuan : 7
& Pasal 41 UUIN, dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan 40 UUIN;
{penghadap dan saksi).
b. Pasal 16 ayat {8) UUIN, dengan mepunjuk kepada Pasal 16 (1) humf i
dan Pasal 16 ayat {7) UUIN; {pembacaan dan penandatanganan akta
Notans),
¢. Pagal 52 ayat (3) UUIN, dengan menunjuk kepada Pasal 52 ayat (1)
UUIN. {pembatasan dalam membuat akta Notaris untuk difl sendiri,
istri/guami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan
dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam
garis lurns ke bawah dan/atan ke atas tanpa pembatasan derajat, serta
dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak
untuk dir sendid maupun dalam suatn kedudukan ataupun denigan

peranfaraan koeasa).

Suatu alia hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah

tangan:
Pelanggaran yang mengakibatikan suatu akta hanya mempunyai kekuatan

pembuktian sebagai akia di bawah tangan terkait dengan 1 7

76 Dalam Undang-Undang Yebaten Notanis hanya ketentuan Pasal 16 syat (8}, Pasal 41 dan
Pasal 52 syat {3} UUIN vang menjelaskan sustu akia hanya mempunyai kekuatan pembuktizn sebagal
akta di bowsh tangan, nawun KUHPerdata Pasal 1869 meniclaskan bahwa akes tersebut fotap perhs
ditandatangani oleh para pihak.
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1. penghadap dan sakss

Pasal 41 UUIN menunjuk kepada ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UUIN,

yang mana bila tidak dipeﬁéﬁi maka suatu akta hanya mempunyal kekuatan

pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

a. Ketentnan Pasal 39 ayat {1) UUJN memuat mengenal gyarat kualitas
sebagai penghadap;

Pasal 38 ayat {1).
“Penghadap harus mempunyai syarat sebagai berikut:
a. gafifxg sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah meniksh;
dan
b. cakap melakukan perbuatan hukum.”

b. Ketentnan Pasal 39 ayat {2) UUIN memuat mengenai pengenalan
penghadap baik dikenal oleh Notaris atan 2 (dua} orang saksi pengenal
atau 2 (dua} penghadap lainnya;

Pasal 38 ayat (2).
“Penghadap harus dikenal oleh Notards atau diperkenalkan kepadanya
oleh Z (dug) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit [8
(delapan belas) tshun atav telah menikah dan caksp melakukan
perbuatan  hukum  atau  diperkenalkan oleh 2 (dua) peoghadap
lainnya.”

c. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) UUIN menegaskan mengenai pengenalan
penghadap dinyatakan secara tegas dalam akta;

Pasal 39 ayat (3},
“Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara
tegas dalam akta.”

d. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUIN memuat mengenal minimal saksi,
yaitu 2 (dua) orang, dalam pembacaan akta Notaris;

Pasal 40 avat (1}
“Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadini paling sedikit 2
{dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-yndangan menentukan

lain.”

77 Apabits ketentuan dalar Pasal 39 dan Pasat 40 UUIN tidak dipenuhi, akia tersebut hanya
mempunyai kekuatan pembukiian schagai akia di bawah langan. Libat Indonesia, Op. £if,, Pasal 41
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e. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) UUJN memuat mengenai syarat kualitas

sebagai saksi;

P;asal 40 ayat (2).

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat

sebagai berikut ;

- a.

paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah
menikah;

cakap melakukan perbuatan hukum;

mengerti bahasa yang digunakan dalam akta,;

dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan

tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat
dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris

atau para pihak.

f. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UUJN memuat mengenai pengenalan saksi

baik dikenal oleh Notans atau diperkenalkan kepada Notaris atau

diterangkan tentang identitasnya dan kewenangannya kepada Notaris oleh

penghadap;

Pasal 40 ayat (3).

“saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris
atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas
dan kewenangnnya kepada Notaris oleh penghadap.”

g. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) UUIN menegaskan mengenai pengenalan

atau pernyataan identitas dan kewenangan saksi yang dinyatakan secara

tegas dalam akta;

Pasal 40 ayat (4).

“pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi

dinyatakan secara tegas dalam akta.”
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2. Pembacaan dan penandatanganan akla Notaris
UUN Pasal 16 ayat (8) menunjuk kepada ketentuan Pasal 16 ayat {1) huruf |
dan pasal 16 ayat (7), yang mana bila tidak dipenuhi maka akta hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
4. Keteninan Pagsal 16 ayat (1) huruf | UUIN memuat mengenai syarat
- formal pembacaan dan penandatanganan akta Notaris secara benar, yaito
dilakukan dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2
(dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,
saksi dan Notaris;
Pasal 16 ayat (1) kwruf 1

“membacakan zkta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling
sedikit 2 {dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh
penghadap, saksi dan Notaris,”

b, Ketentuan Pasal 16 ayat (7)) UUWJN memuat mengenai pengecualian
bilamana tidak dilakukan svarat formal pembacaan akta Notaris, vaitu
bilamana penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena
penghadap telah membaca sendiri, mengetahuoi dan memahami isinyd, hal
mana dinyatakan dalame ponutup akta serta pada setiap halaman minuta
akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris;

Pasal 16 ayat {7):

“Pembacaan skta sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf tidak
waiib dilakukan, iika penghadap menghendaki agar akta bdak
dibacakan karena telah penghadap telah membaca sendirl, mengetahui
dan memahami isinva, dengan ketentuan bahwa hal tersebut
dinyatgkan dalam penutup akia serta pada setiap halaman Minula
Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.”

3. Pembatasan dalam membuat akta Nofaris
UUIN Pasal 52 ayat (3) menunjuk kepada ketentuan Passl 52 ayat (1), yang
mana bila tidak dipenuhi maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian
sebagat akia di bawah tangan;
- Ketentuan Pasal 52 ayat {1} UUIN memuat mengenai pembatasan dalam
pembuatan akta Notaris, yaitu Motaris {idak dperkenankan memb{zzt' akta
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untuk dirt sendir, istrifsuami dan/atau keluarga baik karena perkawinan

maupun hubungan darah, dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau

ke atas, serta dalam garis ke samping Sé)m‘pai dengan derajat ketiga;”*
FPasal 52 ayar (1)

“Motaris tidak diperkenankan menbuat akiz untuk diri sendiri,
istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan
dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubunpan darsh
dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas fanpa
pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai denpan
derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk dir sendiri, maupun dalem
suatu kedudukan ataupnn dengan perantaraan kuasa.”

210 Pertanggungiswaban Notaris Terhadap Alda yang Penandstanganannya
Tidak Dilakukan Bersaraa Oleh Para Pihak Dihadapan Netaris
2.16.1 Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Tidak dipenuhinya persyaratan formal akta Notans dapat mengakibatkan akia
Notaris menjadi mempunyai kekuatan pembulktian sebagal akta di bawah tangan ataw
bahkan akifa tersebut menjadi batal demi hukum, yang mana akibat imi tentunya
merugikan para pihak, “

Pertanpgungiawaban  Notaris  atas  pelanggaran-pelanggaran  yaag
dilakukannya, diatur dalam UUIN maupun di laar UUIN, UURN mengatur mengenai
ketentuan sanksi, sebagai benfuk pertenggungiswaban Notaris atas pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukannya, dimana sanksi tersebut dapat berupa:

1. Sanksi Perdata: penggantian biaya, ganti rugi dan bunga;
2. Sanksi Administratif. teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian
sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberbentian dengan tidak

hormat.

78 Pelangparan terchadap ketenluan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) berakibat skita banys
mempunyai kekuatan pambuklian sebagai akta di bawah tangan apabila akea itz didandatangani oleh
penghadap, tenpa mengurangt kewajiban Notaris yang meambusat akta itu untuk membayar biays, gaati
ragi dan bunga kepada yang bersanpghutan, Lihat Ibéd., Pasal 52 ayal (3},

79 Terlebih dahulu perlu dibulttikan: 1. Kerugian yang diderits oleh pibak {para pihek); 2.
Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderila dengan pelanggaran yang dilakukan oleh
Notaris; 3. Pelanggacan tersebut dapet dipertanppungjawabkan kepada Notarie.
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1. Sanksi Perdata

Akta Notaris, sebagai alat bukt lertulis yang sangat kuat, merniliki
kekhususan bahwa apa vang dinvatakan dslam suatu akta Notaris harus diterima,
karenanya penggantian biayas, ganti rugi dan bunga, tidak dapat gecara otomatis
dipaksakan kepada MNotams, namun dilakukan melalui mekanisme gugatan di

- Pengadilan Negen.,

Adapun gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum,
dan yang menjadi dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah tidak
dipenuhinya: unsur pefabat pembuatnya dan/atay  pnsur  tempat  wilayah
pembuatannya dan/atau nnsur bentuk dan tata cara pembuatannya.

' Dr, Habib Adjte, S. H., M. Hum., dalam disertasinya yang berjudul “Sanksi
Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan

Dengan Pembuatan Akta DBerdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”,
El
memaparkan 3 (tiga) kekuatan nilai pembuktian dari suata akia Notaris, yaitu:

a. Aspek Lahirish (Ulinwendige Bewifskracht)

Kemampuan lahiriah akia Notaris merupakan kemampuan akta tersebut untuk
. membuktikan keabsahannys sebagai akta otentik (wete publica probont sese

ipsa), karenmanya pihak (para pihak} yang menyangkal keotentikan suata akta
Notaris dikenai kewajiban beban pembuktian,

b. Aspek Fommal (Formale Bewiiskracht)
Akta Nataris harus memberikan kepastian bahwa suate kejadian dan fakta
(dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak
{para pihak) yang menghadap, pada saat yang tercantum dalam akta sesuai
dengan prosecéar ketentuan “da'iam pembuatan akta. Aspek formal (formalitas
akta) harus d-agat membuktikan mengenat kepastian hari, tanggal, bulan dan
tahun serta pukul berapa (waktu) berhadapan dengan Notaris; kepastian
mereka yang menghadap; kepastian apa yang dilihat, didengar dan disaksikan

80 Gugatar yang diadukan mempakan gugstan perbustan melawan hueloun kareps sosual
dengan karakteristiknys, waitn: 1. Tidek adanya konirakiual antara pihiak dengan Notaris; 2. pihak
datang ke WNolaris dengan keyakinan bahwa Notaris, berwenang untuk mnmbuat akia Notaris; 3. Akda
Notaris scharusnya merupakan keinginan pibak (pars pihak) yang dikenstantir kemudm dituangkan
ke dalam bentak akia.

&1 Habib Adjie, Gp.Cit, hal. 72-74,

50 tniversitas Indonesia

Analisis Yuridis..., Pandu Nugroho, FH Ul, 2009



oleh Notaris; kepastian pemyataan/keterangan pihak (para pihalk) dihadapan
Notaris; kepastian kedatangan pihak (para pibak) dan saksi; kepastian
prosedur pembuatan akta tslah dipenubi. ”
Pihal (para pihak) yang menvangkal dan merasa dirugikan oleh akta Noftaris
tersebut wajib mesmbuktikan adanya aspek formal yang dilanggar atau tidak
sesuai dalam akta yang bersanghkutan,
¢.  Aspek Materitl (Materiele Bewifshrachs) _

Pernvataan/keterangan vang dimuat dalam suatu akta, baik berupa Partij Akta
{Akta Pihak) atan Relaas Akta (Akia Pejabat) harus dinilai benar adanya®?
dan jikalau {ernvata pernyataan/keterangan terschut menjadi tidak benar,
maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pihak (parz pihak) sendiri, dengan
demikian isi akta Notads mempunyat kepastian kebenarannya dan mergadi
buktli ssh untek dan diantara pihak (parz pibak), para ahil warls serta
penerima haknya, kecuali fika pthak (para pihak) dapat membuktikan babwa
Notaris menuliskan tidak sesual dengan pemnyatagn/keterangan  yeng
dikeynukakan oleh para pihak.
Pengpugat yang mengajukan gupgatan perbustan melawan hukwmn terhadap
Notaris, dibebankan kewsjiban untuk membuktikan di pengadilan, ketidak
benaran dani salah satu aspek, yaitu lahiriah dan/atau foonal dan/atau
materiil, sebagal upaya mendapatkan penggaptian biaya, ganti rugi dan
bunga.
UUIN Bab X1 Pasal 84 memaparkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal vang
bilarnana dilanggar mengakibatican suatu akta hanya mempunya kekuatan
pembuktian sebagal akta di bawah tangan atau suatu akis menjadi batal demi
hukuom, yang karenanya Notaris dapat dituntut untuk penggantian biays, ganti
rugi dan bunga, yaitu Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal
51 atau Pasal 52 UUJN,
Sebagat contoh pengrapan  sankei  perdata  terhadap Notaris dapat

diitustrasikan sebagai berilout:

B2 Setiap orang yang datsng smenghadap kantor Notaris yang kemudian kelerangsnnya
dituangkan/dirmuat dalam akds harus dinilai benar telah berkata demikian. Lihat ibid.
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“Pihak A {penghadap A) dan B {penghadap B} hendak membuat Akta Jual
Beli dihadapan Notaris X yang telah mereka kenal sehelumnya (Partij Aksa),
mereka pun datang menghadap ke kantor Notaris X dengan membawa semua
berkas yang diperlukan dan meagutarakan keinginannya tersebut. Selanjutaya
Notfaris mengkonstantir keinginan para penghadap dan memformulasikannya
serta menuangkan dalam akta dimaksod dengan dissksikan oleh 2 {duaj orang
sakst. Namun terjadi masalah pada saat penandatanganan, dimana Penghadap
B tidsk dapat membububkan tandatangannya dihadapan Notaris bersama-
sama dengan Penghadap A karena adanyz kepentingan yang mendesak.
Sehingga disepakati, bahwa Penghadap B aksn membububkan
tandatangannya kemudian. Keespkan harinya Notaris menyurub seseorang
(kurir) uptuk mengantar Minuta Alda kepada Penghadap B untuk
ditandatangani.”

Dari ilustrasi di atas, jelas bahwa Notarls X telah relangpar Pasal 16 ayat {1 huruf |

dan ayat (8) UUJN, dimana akta fersebut telah kehilangan otentisitasnya, Jika

dikemudian hanl ada pibak yang merasa dirngikan, maka dia depat menpajukan

gugatan ke Pengadilan Negen nntulc menuntut ganti rugi kepada Notaris X,

2. Sanksi Administratif
Secars administratif] instrumen penegaken bukum dalam UUIN, meliputi
langkah preventif {(pengawasan) dan langkeh represif (penerapan sanksi}. Langkah
preventif dilakukan melahd pemeriksaan protokol Notaris secara berkala dan
kemungkinan adanya pelanggaran kode elik dalam pelaksanaan jebatan Notaris.
Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh
1. Majelis Pengawas Wialayah, borupa teguran lisan dan teguran tertulis, serfa
berhak mengusulkan kepada Maielis Pengawas Pusat berupa peraberhentian

sementara 3 {tiga) bulan seropai dengan 6 (enam) bulan dan pernberhentian

8
dengan tidak hormat;

2. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhek

mengusulkan kepada mentert berupa pemberhentian dengan tidak hormat;

3. Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan

. &5
tidak hormat,

83 Indonesia, 2p. O, Ps. 73 avat (1) butic e,

34 it Py, 77 butir c.
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Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang Notaris, dibagi menjadi 3

{tiga) kategori, yaitu :

1. Pemberhentian sementara

Notans diberhentikan sementara dari jabatannya, karena :

dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

berada di bawah pengampuan;

melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan perbuatan  yang
bertentangan  dengan agama, norma keswsilaon dan noyma  adat
[pemberhentian sementara paling lamz € {enarm) bulan};

melakukan pelanggaran  terhadap kewajiban dan larangan jabatan

[pemberhentian sementara paling lama 6 {enam) bulam).

2. Pemberhentian dengan hormat

Notaris berhenti stau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena ¢

a
b.
<
d

meninggal dunia;

telah berumur 65 (enam puluh lima) tahon;

permintass sendiri;

tidak mampu secara rohani dap/atau jasmani untuk melaksanakan fugas
jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, yang
dibuktikar dengan surat keterangan dokter ahli; atau

merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g UUIN,
yaitu merangkop jabatan sebagai pegawal negeri, pejabat Negara,
advoral, ataw jebutan lain yang dilavanag direnghkap dengen jabutan

Notaris.

3. Pemberhentian dengan tidak hormal

Notariy dibethentikan dengan tidak hormat dad jabatanoya oleh Menter? atas

usul Majelis Pengawas Pusat apabila

&.

dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telsh memperoleh
kekuatan hukum tetap;

83 Departemen Hukues dan Hak Asasi Manvsia, Peraturan Menteri Hulaun dan Hak Assei
Manusia Repuoblik Indonesia Tentang Taiz Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhesntian Anggota,
Susunan Organisasi, Tata Kera, dan Tata Carz Pemenikssan Majelis Pengawas Notarls, KepMen
Hukem Dan Hak Asasi Maousia Nomer M. 02, PR, 08, 16 Fabun 2004, Pasal 35 ayat (5).
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b. berada di bawsah pengampuan secara terus menerus lebih dan 3 {tiga)
tahun;

¢. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan -fzzéﬁabat
jabatan Motars, seperti berjudi, mabuk, menyaizshgunakan narkoba dan
berzing; atan

d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan fabatan,
yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jebatan
Notaris;™

e dijatuli pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara S (lirma) tahun atau lebih

Berdasarkan uraian tingkatan dan kewenangan dalam penjatuhan sanksi,

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Penerapan Sanksi

Dari kelima sanksi admimsiratif vang ada, yaite teguran lisan, teguran
tertulis, ‘pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormet, pemberhentian
dengan tidak hommat; tidak dijelaskan apakah penerapannya dilakukan secars
berurutan mulat dari teguran lisan terlebih dahulu dan ferakhir pemberhentilan
dengan tidak hormat,

Peratoran Menteri Hukum dan Hek Asai Manusiz Republik Indonesia Nomor
M.OZPR.O8.1C Tabun 2004 Tentang Tate Cara Pengangkata Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Crganisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara
Pemeriksaan Mujells Pengawas Notaris (PecMen Nomor M.O2.PR.G8.10 Tabun
2004} menjelaskan mengenai tata cara pemenksaan terbadap Notaris, yang sscara
garis besar adalah sebagat berikut;

1. Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Dacrah, Majelis

Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat, vang mésing-masing unsur

terdiri etas 1 (satu) orang ketua dan 2 {dua) orang anggota majelis pemeriksa;

84 UTIIN Pasal 16 mengaiur mengenat kewajiban Notaris, sedangkan Pasal 17 mengabur
mengenai Jarangan Notais,

&3 Universitas Indonesta

Analisis Yuridis..., Pandu Nugroho, FH Ul, 2009



Z. Majelis Pemeriksa Daerah mulai melakukan pemenksaan atas laporan terfulis
dalam walktu 7 (tujuh) han kalender sejak laporan diterima;

3. Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan
terlapor untuk didengar keterangannya, serts harus sudah menyelesaikan
pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemenksaan dalam jangks wakiu
paling lambat 30 (tiga pulub) hari kalender terhitung sejak laporan diterima;

4. Mejelis Pemeriksa Wilayah akan mulai memeriksa dan memutes hasil
pemeriksaan dari Majelis Pemeriksa Daerah tersebut, dalam 7 {fujuly) bani
kalender sejak berkas diterima;

5. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang melakukan pemanggilan terhadap
pelapor dan terlapor untuk didepgar keferangannya, serfz harus sudah
mengucapkan pulusan atas hasil pemeriksaan, dengan dilandasi pertimbangan

yang memadai, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh} hari

kalender terhitung seiak berkas diterima; d

6. Majelis Pemeriksa Pusat hanya memeriksa permohonan banding atas putusan
Majelis Pemeriksa Wilavah dan pemerikszan terhadap berkas permohonarn
banding mulai dilakukan paling lambat 7 (tujuh} hari kalender sejak berkas
diferima;

7. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang melakukan ;zemanggilan techadap
pelapor dan tedlapor untuk didengar keterangannya; serfa harus sudah
mengucapkap, putusan atas hasi! pemeriksaan dalam jangka waktu paling
iambat 30 (tiga puluh) harl kalender teshitung sejak berkas diterims, dengan
memuat alasan dan peﬁimbaﬁga;z yang cukup;

8. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang mengusulkan pemberian sanksi berupa
pemberhentian dengan tidak hormat, wajib disampaikan kepada Menteri
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan

drucapkan;

£7 DNalamm hal Japoran tidak dapat dibuigiksn, maka Maiclis Pemertksazn Wilayah
mengucapkan putusan yang menyatakan [aporan ditolak dan terlapor direhabilitas] nama batkaya.
Lihat Op.cit,, Pasal 27 ayai {3}
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9. Menteri memberkan putosan terhadap usulan pemberian sanksi berupa

pemberhentian dengaa tidak hornmnat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender terhitung sejak nsulan diterima.

Penerapan sanksi, sesual dengan tata cara pemeriksaan ferhadap Nofaris

berdasarkan PerMen Nomor M.O2PR.08.10 Tahun 2004, meskipun kewenangan

dalam menjatuhkan sanksi terbagi-bagl antara majelis pemeriksa, nargun bilamana

laporan akhirmya sampai di tingkat (misalkan) Majelis Pemeriksa Pusatl, maka sesuai

kewenangannya Majelis Pemeriksa Pusat dapat menjetohkan putusan berupa

pemberhentisn dengan tidak hommat, artinya penjatuhan sanksi tidak harus secara

berurutan, namun disesuaikan dengan tingkat dimana pemeriksaanya.

Sedangkan sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada Notars yang

membual akis yang pepandatangananaya tidak dilakvkan bersama oieh pars

penghadap dikadapan Notaris adalah:

i.

Diberhentikan gserpentara dari jabatannya; (Pasal @ ayat (1) buruf d, ayat (2),
(3) dan {4}, serta Pasal 10 avat (2))

Sebelum pemberhentian sementara dijatuhkan oleh Menteri atas usul Majelis
Pengawas Pusat, notaris terlebih dahulu diberl kesempatan untuk membela
diri dihadapan Majelis Pengawas. Jika Notaris terbukii bersalah telah
melakokan pelanggaran, Menterl dapat menjatubkan sanksi pemberhentian
sementara paling lama 6 bulag dan dapat diangkat kembali men}'aﬁi Notaris
setclah masa pemberhentian sementaranys berakhir.

Diberhentikan dengan tidak hormat. (Pasal 12 huruf d)

Tika kualitas pelanggaran Notards dalam penandatanganpan aktz yang iidak
dilakukan bersama oleh para penghadsp dihadapan Notaris termasuk
pelangaran berat, maka Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dan
jabatannya olsh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

b. Inkonsistensi Paperapan Sanksi

yaitu :
1.

Terhadap beberapa inkonsistensi dalam penerapan sanksi pemberhentian,

Notaris sebagai pejabat publik dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai
negeri, advokat atau jabatan lain yang oleb undang-undeng dilarang untuk
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dirangkap dengan jabatan Notaris, dinyatakan dalam 3 (dge) Pasal dengan

masing-masing sanksi vang berbeda yaiu:

a. Pasal 8 ayat (1) butir ¢ ULN, Notaris diberhentikan dari jabatannya
dengan hormat;

b. Pasal ¢ ayat (1) butir d UUJN, yaitu pelanggaran terhadap kewaijiban dan
larangan jsbatan, dengan sanksi, Notaris diberhentikan somentara dard
jabatannya; dan

¢. Pasal 12 butir d UUJN, yaitu pelanggaran berat terthadap kewajiban dan
larangan jabatan, dengen sanksi, Notaris diberhtentikan dengan tidak

hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

2. Mengenai penjatuhan sanksi techadap Notaris karena pelanggaran dan karena
pelanggaran berat, terhadap kewajiban dan larangan jabatan, tidak dibedakan,
namurn sanksinya bisa berbeda yaitu pemberhentian sementara paling lama 6
(enam) bulan dan pemberhentian dengan tidak hormat untuk sclamarnya, kata
‘perat’ pada katz ‘pelanggaran’, idak mempunyai tolak vkur vang jelas, dan
dalam hal ied majelis pengawas dan majeiis pemeriksa memiliki kewenangan
penuh untuk menterjemahkan grey area tersebut.

Sankst adnmuinistratif berupa teguran lisen, teguran tertulis, pemberhentian
sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat, kesemuanya dapat diterapkan
dengan prasyarat: Notaris melanggar UUIN Bab XI Pasal 85 yang menunjuk pada
pasal-pasal yaitu Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a-k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27,
Pasal 32, Pasal37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 39 atau Pasal 63.

2.10.2 Berdasarkan Peraturan Diluar Undang-Undanyg Jabatan Notaris
Pertanggungjawaban Notaris sebagaimana diatur di lwar Undang-
Undang Jabatan Notaris:

Selain sanksi perdata dan sanksi administratif, terdapat sanksi-sanksi lain
yang diatur di fuzr UUJN, sebagal bentuk pertanggungjawaban Notaris, yaitu sanksi
pidana dan sanksi kade etik.
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I. Sanksi Pidana
Notaris bisa dituntut secara pidana karena telah memberikan keterangan palsu
dalam akta yang dibnatnya.® Keterangan palsu vang dimaksud adalah keterangan
Notaris pada bagian akhir akta yang menyatakan bahwa “segere seteloh alra ini
dibacakan...selanjutnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya
Notaris”, dengan asumsi bahwa kata-kata “segera setelah” ditafsirkan sebagai
“langsung sesaat setelah” dan bukennya beberapa jam setelah akia tersebut
dibacakan, sedangkan dalam kenyatzannya akia tersebut ditandetangani beberapa
jam bahkan schart atau 2 {dua) hari setelah akta dibacakan oleh Notaris. Namun
penafsiran kata-kata “segerg setelah™ tersebut harus dilzkvken oleh pihak vang
berwenang dalam hal ini Majelis Haldm Pengadilan Negeri,
KUHP Bab 1] Pasal 10, mengatur tentang pidana, vaitu terdiri atas ;
1. pidana pmkcii(, yaitu pidana mati, pidana penjara, kurangan, dan denda; dan
2. pidana tambahan, yaftu pencabutan hek-hak tertenh:, perampasan bareng-
barang tertentu, pengumuman keputusan hakim;

#

&
Beberapa ketentuan dalam KUHP yang terkait dengan alkda Notaris, yaitu

I. membuat dan menggunskan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai
surat palsu; ? [Pasal 263 avat (21)]
2. sengaia memakal surat palsu; E [Pasal 263 ayat (2)]

3% Xitab Undeng-Uindang Hokum Pidand, diterjemahiosn oleh mosljatns, Cet. 21, (Jokania: FY,
Bumi Aksars, 2001). Pasal 242: {1} barang siepa dalars hal-hal yang merut peratoras undang-
undang rmenuntut suatu keierangan dengan susmpab aian jika kelersngan itn membaws akibal bagi
kukum dengan songsja memberi kelerangas palsy, yang dilsnggung dengan surpah baik dengan lizan
atair alisan, maspun oleh dia sendinl atan kussanyz vang istimews ditaniuk unfuk v, dibakum
penjara sefama-lsmapys 7 (hgjub) ahun...

&9 fbid,, Pasal 263286 dan Pasal 418419,

90 Barang siapa membual surat palse atsu memalsukan surst vang dapat menimbuikan sesuaty
hak, perikatan atay pembebasan hutang atau yang diperunbakkan sebagai bukti daripuda sesusts hal
dengan meksud untuk memaksi atze menyuruh oreng lain memakai sarai tersebut seolgh-olsh isinya
benar dan tdak dipaisu, dizncam jika pemakaian tersebul dapat menimbulkan kerugien, karna
pemalsuan surat, dengan pidana penjara pzting lama enam tahun. Lihat Jhid., Pasal 263 ayat (1).

&1 Disncam dengan pilena vang sama, barang siapa dengan sengaja memakal surat palzu alaw-
yang dipalsukan seclak-clak seiati, jika pemakaian surat ity dapat menimbulkan kersgisn. Lihat Jhid.,
Pasal 263 ayat {2}
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3. melakukan pemalsulan suraf, atag akta-akia otentik, surat hutang,
sertifikat hutang, talon, fanda bukti deviden, suraf kredit ateu surat dagang;
[Pasal 264]

93

4, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
[Pasal 266]

5. melakukan, menyuruh melakukan, dan/atau turut serts melakukan kejahatan
dalam ketentuan pasal-pasal sebetumnya; ** [Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) &
(2) atau Pasal 264 atau Pasal 266]

6. membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya; 7°
{Pasal 56 jo. Pasal 263 ayat (1} & {2) atan Pasal 264 atau Pasal 266]

7. pejabat menerima hadiah atau janii, karena kekuasaan atau kewenangan yang

berhubungan dengan jabatannya; °° [Pasal 418]

92 {1} Pemalsuan surst diancam dengan pidans penjora paling lama delspan tahun, jika
dilakukan terhadap : 1, akia-skia otenlik; 2. surat buiang atsu sertifikat hutang dagi suatu Negarm atau
bagiannya ataupun dari suaty lembaga vmum; 3. surat sero atas hateng afan setifikat sero atau hitang
dari suatu perkwmnpulan, yayasan, perseroan atan maskepai; 4. talon, tanda beks deviden aten bunps
dari salab satv sehagal pengpantt surat-surat it 5. sarat keedit atau surst dagang yang diperuntuidan
untuk disdarksn, (2) Disncam dengan pidana yang sums, barang siaps yvang dengen sengaja memakad
surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atay yang dipalsukan seolab-olah bepar dan
{idak dipafsu, jika pemalstan surat it dapel menimbulkan keasgizn. Lihal Jbid. | Pasal 264,

93 1) barang slapa mncoyurvh memasukioes ketersngan palse kedalam suatu akia steabik
mengenai sesuaty hal vang kebensranaya harus dinvalakan olek akiz im, dengan maksud uvok
memakat sfau menywrubh orang lein memakai akta itu seolsh-oleh keferangannya sesust dengan
kebeparan, diancamy, jiks pemakaian ita dapst menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling
fasma tyjuh lahun; {2} diascom dengan pidana yanp sams baraoe sigpa dengan sengajs memakai surat
tersebut dalams ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yaog dipalsukan seolab-olah benar dan tidak
dipalsu, jika pomalsuan surat fio dagat menobulkan keeugron. Lihat fbid., Pagal 266.

%4 {1dipidans sebagal petaku findak pidana © ke-1. mersks vang melnitukan, vang menyarch
meoliwkan dan yaog twrut serta mielakekan perbustsn; ke-Z. mereka yasp dengan memberi atan
menjanjiken scsuatn dengan menyalnhgunakan kekuusaan aau mardabat, deagan kekerasan, ansaman
atau penyesatan, atau dengan memberi kescmpatag, sarana eltau ketersngan, sengsja meaganjurkan,
orang lein supaya melalukas porbuatan. (2} techadap penganjor, hanya perbuaaisn yang senguia
disniurkan sajalah yang diperhitunghkan, beserta akibat-akibatnya. Libat Jbid,, Pasal 35,

95 Dipidana sebagai pembantu kejahafan {meksimutn pidans pokek terhadap kejahatan
dikurangi satez per tign) : ke-i. merecka yang sengaja memberi bantuen pada wakte kejahalan
dilakukan; ke-2. mereka ysag sengaja memberi kesempatan, sarsns atan keterangan wotuk melakukan
kejabatan Libat Ibid,, Pasal 5§,

96 Ssorang pejabsl yeng menerima badish steu janji padahal diketshui atau sepatutsys hamus
diduganys, bahwa hadiah atau janji ilv diberikan karema kekunspan alauw kewenangan ymng
berhubungan dengan jabatannya alay yang meourd pikiran crang yang memberd hadiah atau janji ita
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8. pejabat menerima hadigh atau janji, untuk menggerakkan supaya mefakukan

atuu tidak melakukan sesuaty dalam jabatannya; ° [Pasal 419]

Notaris yang terbukti dengan sengaja melakokan, menyuruh melakukan, turot
serta melakukan dan/atau membantu melakukan, vaitu perbuatan membuat dan
melakukan pemalsuan suraf, menggunakan atau menyuwruh orang lain memakai surat
palsix, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta ofentik, serts
menerima hadiah atsu janji untuk menggerakkan supaya melakukan sesuatu atau
tidek melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana
hilamana terbukti bersalah,

2. Sanksi Kode Etik

UUIN Bab X (Organisasi Notaris) Pasal 83 ayat {1}, menyatakan bahwa
Organisasi Notaris menctapkan dan menegakkan Kode Btik Notaris, kemudian Bab
X (ketentuan Peralihan) Pasel 89, menyatakan bahwa Kode Etik Notaris yang baru
harus berdasarkan UUIN, karenanya berdasarkan 2 {dua) ketentuan pasal di atas,

Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 {dva

pulub tujuh) Januari 2005 (dua ribu lima) telah menctapkan Kode Etik Notaris. ?B
Kode Etik Notaris dalam ketentuan Bab I (f(azeﬁtnan Urnum) Pasal 1,
memberikan defenisi bahwa kode etik adalah selurvh kaidah moral vang ditentukan
cleh Perkumpulan Jkatan Nofaris Indonesiza yang selanjutnya akan disebut
“Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perlumpulan dan/atau  yang
diteniukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang hal itu dan yang berlake bagi serta wajib ditaati oleh sefiap dan semua

ada hubungan dengan jsbatannya, disncam deagen pidapa penjara paking lawa 3 (tiga) tahun § {enam)
bufan. Lihat ZBid., Fasal 418,

97 Diancam dengan pidana pesjara paling lama § (Hme) tabun, seorang pejabat @ 1. yasg
menerima hadish atau janji padabal dikelabuinya bahwa hadish ateu janii itu diberikas upmk
menggerakkannys supaya melakukan atau idak malabukan sesustu dalam jabatammva yang
berterdangan dengan kewsjfbannya; 2. vang menerima hadiah mengetahiuui babwe hadiah ite
diberikan sebagal akibat atau oleh karena si penerima telah melskukan atau idek melakukan sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewsjibannys, Lihat Jbid,, Pasal 419,

98 Xode Etik Notaris Tkatan Notarls Indonesia, terakhiy, ditetapkan di Baadunp pada tanggsl
28 (dva plub delapan) Januari 2805 {dua ribu lima) sish Komisi Kede £k dirumoskan oleh Tim

Permmus Kode EGK yaite 1 B Mubwmmad Hendarman, 5.H, DR, Mabammad Affzedhi Nawawi,
8.H., DR Perlien Budiiono, 8.H., Darwand 8idi Bekarceddin, $.H,; terdini darj VI Bab dax 15 Pasal.
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anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai
Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan
Notaris Penggant Khusus, karenanya dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah
kaidah moral, baik vang terdapat dalam Kode Etik Notaris maupun dalam UUIN
serta dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai kaidah morl, kode etik dalam Kode Btk Notars, dirumuskan dalarm
bentuk kewajiban, larangan dan pengecualian, yaitu ketentuan Bab 11 (Kewajiban,
Larangan Dan Pengecualian) Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Pelanggaran kode etik {kewajiban, larangan dan pengecualian) yang terkait

langsung dengan pemenuhan persyaratan formal akta Notaris, yaitu

1. Kewajiban

Melakukan perbuatan-perbuatan  yang secars uwmum  dischut  sebagan

kewajiban untuk diteati dan dilskganakan antara lein namun tidak terbatas

pada kefentuan yang tercantum dalam :

a. Undang-{Indang Nomor 30 Tahun 2004 fentang Jabatan Notanis;

b. Penjelasan Pagal 19 ayat (2) Undang-Undang Jaabtan Notaris, yaitu akta
Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Noieris kecuali
pembuatan akta-akta terieniu.

2. larangan
a. Menginmkan minuta kepada klien untuk ditandstangani;
b. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secars uwmum disebut sebagai
pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain pamun tidak terbatas
pada pelanggaran-pelanggaran terhadap
i, Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2004
tentang Jabatan Notaris;

ii. Penjelasan Pasal 19 ayat (2} Undang-Undang Jabatan Notans, yaitu
akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notarig
kc;rizaii pembuatan akte-alcta tertentu;

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pelanggaran kode etik yang paling

terkait dengan persyaratan formal akta Notarls, yaitu mengenal ééﬁ&ﬁda‘tanganan,
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dimara Notaris mengivimkan minuta akta kepada Klien untuk ditandatangani,
penghadap tidak hadir dan tidak menandatangani minuta akta dihadapan Notaris.

Atas pelangparap Kode Etik Notaris, sanksi yang diberikan dapat herupa
teguran, peringatan, schorstrg  (pemecatan  semeniara) dad  keanggotaan
Perksmpulan, onzetting {pemecatan) dard keangotaan Perkumpulan; dan
pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotazn Perkumpulan.

Pererapan sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris diberlakukan
secara bertingkat (disesuatkan dengan kventitag dan kualitas pelanggaren), dengan
pengecuatian ketentuan Pasal 13; '

Pasal 13

“Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang presedor atau tata cara
maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota
Perkumpulan yzng telah melanggar Undang-Undang Mo, 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serfa
dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukurm yang fetap, Pengurus Pusat wapb memecat sementara sebagai anggota
Pericumpuian disertai usal kepada Kongres agar anggota Perkumpulan
terscbut dipecat dari anggota Perkumpulan.”

Sehagal tambahan, Dr. Habib Adiie, 8. H., M. Hum., dalam bukunys,
memaparkan bahwa sanksi kode etik, dalam UUIN, diherikan bilamana Notaris
melakukan 2 {duaj hal, yaitu :

1. Perbuatan tercels, sebagaimana ketenfuan Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ UUIN;

Penjelasan:

Yang dimalksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah mefakukan
perbuatan yang bertentangan dengan morma apame, norma kesusilaan,

dan norma adat,
Terhadap perbuatan tersebut Netaris dikenai sanksi berupa pemberhentian

sementara dard jabatan schagar Notaris;

2. Perbuaztan vang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notams,
sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf e UUIN;
Penjelasan:

Yang dimasud dengan “perbuaian merendabkan kehormatan dan
martabat” misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkobe dan
berzing,
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Terhadap perbuatan tersebut Notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian
tidak hormat dari jabatan sebagai Notaris;
Terhadap ketentuan kedua pesal tersebut, mumi merupekan pelanggaran kode

etik dalam UUIN, pamun fidak ferkait dengan persyaratan formal skis

Naotaris.

2.10.3 Perbuatan Melawan Hukum
Pasal 15 ayat {1) ULIN menyebutkan:

Motaris berwenang membuat akéa otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan
penstapan yang diharuskan oleh vang berkepentingan, dikehendaki untuk
dinyatakan dalam soatu akia olentc

Notaris dapat digugat secara perdata atau pun pidana, dalam hal apabila
akibat pembuatan altanya tersebut mentmbulkan keragian bagi pithak yang dirugikan
oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang membual akta otentik. Tindakan
pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang
dimaksud oleh nnéa.ng—mdang,, yang moengakibatkan suatu akta hanys mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suvatn akia menyadi batal
demi hukum dapat menjadi slasan bagi pibak yang menderita kerugian untuk
menuntul penggantian biaya, gaoti ragi dan bunga kepada Notaris. Hal ini diatur
dalam Pasal 84 UUIN. Hal ini seperti yang diatur dalayn Pasal 1365 KUHPerdata,
vang borbunyl tiap perbuatan melanggar hukum vang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut. .

Unsur-unsur yang ferkandung delam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai
Perbuatan Melawan Hukum {onrechimuatige daod), mengandung 4 (empat) unsur
yaiti
a. Harus adanya perbuatan

Unsur perbuatan ini diartikan luas, meliputi juga tidak berbuat kalau orang ifu
seharusnya wajib berbuat. Jadi dengan bersifat pasif; tidak aktif, artinya orang yang
diam saja dengan sadar bahwa iz dengan berdiam saja adalah melanggar hukum,
dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini dapat
dicontohkan seorang petugas pintu rel kereta api berkewasjiban memberikan tanda-
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tanda lalu lintas berups aba-aba kereta aken lewat fetapi di sini petugas tersebut
hanyalah berdiam saja pads saat kereta api akan melewati jalan vang harus ia awasi,

sehingpa terjadi kecelakaan antare kereta api dengan sebuah kendaraan yang

melintast rel kereta api.
b, Perbuatan itu melanggar hukum

Definisi dari perbuatan melawan hukom sangatlah luas, sehingga meliputi
segala sesuatu yang Dertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan. Perbuatan
melawan hukum diarfikan suato perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan
hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hokum si-pelaku, atau

bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan keharusan yang harus

100
diindalkan dalam hidup terhadap orang lain atau benda.

¢. Harus ada kerugian bagl orang lain

Perbuatan yang melanggar hukum ite harus menimbulkan kerngian bagi
orang lain, schingga harus ada causa atan sebab akibat antara perbuatan dan akibat
yang {imbul. ‘
d. Adanya kesalghan dari si-pembuat

Tidak ada perbuatan melanggar hukum tanpa adanya perbuatan yaag

berhubungan dengan subjek its, sampai pada unsur kesalahan dan pihak pembuat

191
perbuatan melanggar hukum.

Kesalahan yang dimaksud oleh Pasal 1365 KUHPerdata manganduag
“gradasi” dari mulai perbuaten yang disengaja, sampal perbuatan yang lidak
disengaja. Menurt hukum perdata, seseorang itu dapat dikatakan bersalah jika ia
telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan,
Perbuatan yang seharosnya dilakukan atau tidak dilakukan, tidak terlepas dan dapat
tidaknya hal itu dikira-kirakan. Diapat dikira-kirakan ito harus divkur secara objekiif,
artinya maousia normal dapat mengire-ngirakan dalam keadaan teetentu itu

99 Mia. S, Jamalia, FPerbuatan Hultum Menwrut KUHPerdota, Jurse! Hukem Universilas
Borobudur, 2001, hal. 94,

100 M.A. Moegni Diciodihatio, Perbuctan Melowen Hukum, (Jekaria; Pradnya Parmsmita,
1982), hal. 26, T

101 R. Wirdjono Prodiodikoro,. Perbuatan Melanggar Fukum Dipandang dori Sudut Hukum
Perdar, (Bandong Mandar Maju, 2000), hal. 28
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perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dapat dikira-kirakan ifu juga
harus diukur secara subjekiif, artinya orang itu dalam kedudukannya dapat mengica-
ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.

(Jradasi kesalahan dapat dipisah-pisahkan dalam kategori yang berbeda-beda

yaitu!

a. Kesalahan yang dilakukan karena kesengajaan
Suatu perbuatan dapat dikatakan mengandung unsur kesengajaan, terkait erat
dengan pikiran pelaku atau niat dalam hati pelaku ustuk menimbutkan secara
pasti, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibal tertentn seperti yang
ditnginkannya.
b. Kegalahan veng disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hat
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan, seperti yang dimaksudkan
¢leh Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi dipertegas kembali dalam Pasal 1366
EfHPerdata menyatakan:
“Sefiap orang berfanggong jawab #Hdak sengpja untok kemgian yang
dischabkan karena perbuatannys, tefapi juga untuk kerugian yang disebabkan
karena kelalaiannya atau kurang kehafi-hatiannya”
Fasal 1366 KUHPerdata tersebut seolah-olah membedakan antara kesalahan
dengan kelalaian aftay korang hati-hati, tetapi pada dssamya kelalsian
merupakan salah satu gradesi dari kesalahan, Perbedaan yang mendasar dari
kelalalan dengan kesengajaan azdalah niat dari hati pelaku. Perbuatan yang
dilakukan dengan sengaja telah dapat diketahui sccara pasti tentang akibat atan
konsekuenst vang akan tumbul, tetapi tidak demikian halnys dengan kelalaian,
Pelaku tidak berniat dalam hati menimbulkan kerugian, bahkan nungkin saja
pelaku memiliki keinginan untuk mencepah terjadinya kerugian, tetapi tidak
sepenuhinya berchasil, karena ada bagian dari kewajibannya yang tidak dilakukan.
Pada kesengaiaan, niat atan sikap mental tidak menjadi vkuran. Kelalaian lehih
" memperhatikan stkap lahinah dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tanpa
pertimbangan apa yang ada dalam pikirannya.
Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu kelalaian, jike memenuhi unsur-

unsur pokok sebagai berikut:
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1. Adanya suatu perbuatan atau mengakibatkan ® suatu yang semestinya

dilalukan.

. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian.

Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut,

Adanya kerngian bagl orang lain.

. Adanva hubungan sehab akibat antara perbuatan dengen kerugian yang

timbul /%
Selain unsur-unsur tersebut, perdu juga dilihat keberadaan pelakunya yang
menyangkut antara lain tingkat pengetahuan, ke,teraznpiiarx, pengalaman,
keadaan fisik dan mental pelaku, sehingga dapat mengukur tingkat kepedulian
dari pelaku ita sendirl. ‘

o.  Kesalahan vang dibebankan karena perfanggung jawaban (fanps kesalahan)
Seseorang dapat dimintai tanggung jawabnya uotuk memberikan ganti kerugian
atas kesalzhan yang dilakuken oleh orang lsin yang berada dalam tanggung
jawabnya atau kerugian yang ditimbulkan ¢leh binatang atau benda yang berada

dalam tanggung jawabannya, karena it istilah tanggung gugal senng juga

wooS e

disebut pertanggung jawaban.

Pasal 1367 sampai 1369 KUHPerdata mengatur tanggong gugat, dan

dikategorkan sebagai berikub: \
1. Tanggung pugat atas kesalahen orang-orang yang berada dalam fanggung

jawabnya, ; -

2, Pamilik atau pesgguna hewan atas kerugian vang diakibatkan oleh hewan
peliharaannya.

3. Tanggung jawab pemilik gedung atas kerugian vang diakibatkan ambraknya
gedung tersebut,

Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah memberikan perumusan, melainkan hanya
mengatur tentang seseorang yang mengalami kerugian karepa perbuatan melawan
hukum, yang dilakukan oleh orang lain {erbadap dirinya, dan ia dapat mengajukan
tuntutan ganti rugi pada Pengadilan Negeri."" Barang siapa karena salahnya sebagai

102 Muniv Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: Cltra Aditys Bakti, 26032), bal. 73.

103 M.A Moegni Diojodiharjo, Op. Cit., hal 26,
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akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban

104 _
- membayar ganti kerugian.  Suatu kesalahan perdata {civil/ wrong) dapat dituntut

suatu ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang bukan merupakan

105
wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban lainnya.

Pelaku perbuatan melawan hulkum menurut Pasal 1365 KUHPerdata hanya
wajib memberikan ganti rugi jika dapat dibuktikan bahwa perbﬁatan itu telah
mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, kajian tentang hubungan sebab akibat
perbuatan melawan hukum dengan kerugian menjadi sangat penting. Hubungan
sebab akibat merupakan faktor yang mengaitkan antara kerugian seseorang dengan
perbuatan dar orang lain.

Ganti rugi adalah suatu konsekuensi dari perbuatan kesalahan yang
menimbulkan kerugian. Dalam hukum perdata terdapat 2 (dua) bidang hukum yang
terkait dengan ganti rag yaitu:

1. Ganti rugi karena wanprestast atas kontrak
2. Ganti rugi karena penikatan yang lahir berdasarkan undang-undang termasuk
perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah ganti rugi sebagai
akibat perbuatan melawan hulum dengan tujuan mengembalikan penderita pada
keadaan seandainya perbuatan melawan hukum tidak terjadi.

Undang-undang tidak mengatur besarnya ganti rugi atas perbuatan melawan
hukum. Ketentuan pada Pasal 1243, Pasal 1247 dan Pasal 1250 KUHPerdata tidak
dapat digunakan untuk menentukan besamya kerugian atas perbuatan melawan

hukum, kecuali ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang memiliki kemungkinan

106
untuk dapat diterapkan secara analogis.  Bentuk kerugian pada intinya dapat

digolongkan dalam bentuk materiil dan kerugian immatenal.

Dari uraian tentang Perbuatan Melawan Hukum di atas, dapat dikatakan
bahwa, jika Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan UUJN (termasuk pelanggaran terhadap

104 Ibid.
105 Munir Fuady, Op.Cir., hal. L.

106 Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit., hal. 255,
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Pasal 16 ayat (1) huruf | tentang pembacaan dan penandatanganan akta) dan
peraturan lainnya fermasuk norma-norma yang hidup di masyarakat, dimana hal
tersebut menimbulkan kerngian bagi pihak tertentu, maka Notaris telah melakukan
Perbuatan Melawsn Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), namun harus dengan

keputusan dart Pengadifan.
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BAB3
PENUTUP

Berdasarkan uraian. dalam bab-bab sebelumnyz dengan menggunakan

metodologi yang mengedepankan pengamatan vang mendalam terhadap Literatur
kepustakaan, maka berkenaan dengan masalaha-masalah penelifian yang dikaii dapat

diperoleh beberapa kesimpulan dan saran sebagai‘ berikul;

3.1 Kesimpulan

1.

Penandatanganan Akta Notars (Paréif Adcfe) oleh para penghadap secara
bersama-sama dan dihadapan Notaris merupakan syarat mutlak yang
ditentukan datarn Pasal 16 ayat (1) huruf | dan ayat (8) UUIN, dimana jika
tidak dipenuhi maka Akta Notaris akan kehilangan ofentisifesnya (akta hanya
mepunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangen), kecuali ada
halangan entuk membububkan tanda tangan dengan tetap memperhatikan

Pasal 44 ayat (1} dan (2) UUIN (Surrogal).

Pads poin 1 (satu) i atas disebutkan bahwa akta menjadi kehilangan
otentisitasnya jika skia tidak ditandatangani bersama oleh para penghadap
dihadapan Notarls. Dengan demikian, tenfunya zkan  memberikan
konsekuensi yuridis hagi Notarls yang bersangkuian, yang dapat berupa:

a. Sanlsi Adminisiratif:
Berupa pemberhentian sementara slau pemberhentian dengan hdak

hormat dari Mentenn Hulurm dan Hak Asast Manusia Republik Indonesia
terpantung kualitas kesalahan Notaris dalam proses penandatanganan
akta yang tidak dilakukan bersama oleh para pihak dibadapan Notaris
(Pasal § ayat (1) huruf d, ayst (2), (3) dan (4) serta Pasal 12 huruf d Jo.
Kepmen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.O2.PR.O8.10 Tahun
2004, Pasal 35 ayat 5);

b. Sanksi Perdgta:
Fihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biava, ganti rugi dan
bunga kepada Notaris yang diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 84
UUJIN). Dimana yang menjadi dasar penuntutan penggantian biéya, gantt
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rugl dan bunga tersebut adalah karena Notaris telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata
“.(p'ezanggaran terhadap UUIN Pasal 16 ayat (1) heref ] dan ayat 2, certa
Pasal 44 ayat (1) UUIN;

. Suankst Pidana:
Notaris jugs bisa dituntaf secara pidana karena telah memberikan

keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya (Pasal 242 KUH Pidana),
Keterangan palsu yang dimaksud adalah keterangan Notaris pada bagian
akhir akta wvang menyatakan bahwa “segere seielgh akta ini
dibacakan.. selanjutmya ditandatangani oleh para pezzgfzaa’ap, saksi-
suksi, dan saye Noiaris”, d&zzéan asumsi bahwa kata-kata “segera
setelal” ditafsitkan sebagai “langsung sesaat setefah” dan bukannya
beberapa jam setelah akia tersebut dibacakan, sedangkan dalam
kenyataannya akia tez‘segut ditandatangani beberapa jam bahkan sshed
atau 2 (dua) hari setelah akia dibacakan eleh Notaris. Naowa pesafSiran
kata-kata “segera zefelah” tersebut harns dilakukan oleh pihak yang
berwenang.

3.2, Saran

1.

LAE]

Ustuk meningkatkan kinerja Notaris dalam melaksanakan jabatannya, maka
selain adanys pengawasan dari Majelis Pengawas dan Organisasi Profesi
Notaris (INI), sudah gepatutnya MNotaris secara personal dapat menjaga
integritasnya dalam menjalankan fungsi das tugasnya sebagal Pejabat Publik.

. Untuk menjamin agar Notans dalam  melaksanakan tugas dan fungsinya

sejalan dengan peraturan vang berlaku, seharusnya Notaris aktif membedkan
penyuluhan kepada semua klien tanpa terkecuall tentang aturen standar
mengenai pembuatan akts agar akta yang ﬁibuat terjamin otentisitasnya (Pasal
15 ayat {2} hurufe).

. Notaris scharusnya menjalankan tugas dan fungsinya sesual dengan peraturan

yang berlaku dalam pembuatan akta, karena di era globalisasi, yang
dibutuhkan adalah jaminan kepastian hukum atas sebuah akta yang sengaja
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dibuat untuk membuktikan adanya suatu peristiwa hukum. Hal ini penting
untuk ditgk_ankan karena ada kekhawatiran bagi Notaris, khususnya Notaris
rekanan -bank, bilamana tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan cepat
maka akan dikeluarkan dani daftar rekanan Notaris atau meskipun masih
terdaftar sebagai rekanan, namun tidak lagi diberikan pekerjaan dari bank
tersebut. Keterbatasan waktu dalam mempersiapkan draf? akta menyebabkan
tidak jarang Notaris menggunakan draft yang telah ada, tanpa diperiksa
kembali, dengan tidak memperhatikan konteks situasinya, yang kemudian
dapat menimbulkan permasalahan baru bilamana pada saat penandatanganan

akta, hal tersebut tidak segera disadan oleh Notaris.

. Meskipun Notaris bukan pegawai negeri, tetapi dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai pejabat publik, Notaris sepatutnya memperhatikan dan
mengamalkan Asas-asas Umum Pemenntahan yang baik. Asas-asas tersebut

adalah:

1} Asas persamaan;

2) Asas kepercayaan;

3) Asas kepastian hukum;

4) Asas kecermatan;

5) Asas pemberian alasan;

6) Larangan penyalahgunaan wewenang; dan

7) Larangan bertindak sewenang-wenang.
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